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ABSTRACT

Implementation of Village Fund Policy on Village Development
(Case Study On Asai Village Windesi District period 2015-2016)

ASER PONGRATTE
PonprateQ7{@gmail.com.

Graduate studies Program
Indonesia Open University

The objectives of this research are 1) To analyze the implementation of
village fund policy towards the development of Asai village in Windesi district.
The 2nd objective is to analyze the factors influencing the implementation of
village fund policy towards the development of Asai village in Windesi district.
Analysis of policy implementation using the implementation theory according to
Van Meter and Van Hom. The approach used in this research is qualitative
research. Techniques of data collection using interviews, documentation, and
observation. The research instrument is in the form of an interview guide which is
used to obtain information from the key informants, namely the head of
Kampung, the treasurer, the Chairman of Bamuskam (Deliberation Council
village), the Windesi district secretary, the District Government Assistant of the
District of Yapen Islands, and the PIMD (Village Community Empowermment
Development Program) Kepulauan Yapen District. Data analysis using inductive
descriptive technique. The results of this study found that the implementation of
village fund policy for the development of Asai village is considered to be well
realized. 53.84% of Village Fund Allocation is used for the operational of the
village apparatus, while the rest is used for physical, socio-cultural and cconomic
development. Factors influencing the implementation of the village fund policy
for the development of Asai village (a) the existence of clear and measurable
slandards and policy targets, and has been well socialized, (b) the availability of
resources, especially capital and infrastructure, while from the human resources
side still need many improvements, particularly in the case of LPJs (c) established
good cooperation between governmental organizations, (d) implementing
agencies that are less consistent and potentially misleading if not properly
supervised, (e¢) mutually supportive social and political conditions, and (f)
excellent disposition of the implementer and a positive understanding of the
urgency of Village Fund Allocation

Keywords : Village Fund Policy, Village Development, Village Fund Allocation
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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dana Kampung Terhadap Pembangunan Kampung
(Studi Kasus Pada Kampung Asai Distrik Windesi Periode 2015-2016)

ASER PONGRATTE
Pongrate07@gmail.com.

Program Pasca Sarjana
Untversitas Terbuka

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis implementasi kebijakan
dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distnk Windesi.Tujuan
yang ke 2) adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik Windesi.
Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi menurut Van
Meter dan Van Hom. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian berbentuk panduan wawancara
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari key informan, yaitu kepala
Kampung, bendahara, Ketna Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung),
sekretaris distrik Windesi, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten
Kepulavan Yapen, dan pendamping P3MD (Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Kepulauan Yapen. Analisis data
menggunakan teknis deskriptif induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa
implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai dimilai
telah terealisasi dengan baik Sebanyak 53,84% dari Dana Kampung digunakan
untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk
pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai adalah
(a) adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, serta telah
disosialiasikan dengan baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan
dan sarana prasarana, sedangkan dari sisi SDM masih membutuhkan banyak
perbaikan, utamanya dalam masalah LPJ (c) terjalin kerja sama yang baik antar
organisasi pemerintahan, (d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan
berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (e)
kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi implementator
yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana kampung.

Kata Kunci: Kebijakan Dana Kampung, Pembangunan Kampung, Alokasi Dana
Kampung
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Wilayah penelitian merupakan hal yang sangat dipertukan untuk
memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan
diteliti lebih lanjut. Adapun gambaran mengenai wilayah Kabupaten
Kepulauan Yapen, wilayah Distrik Windesi dan Kampung asai adalah sebagai
berikut :
1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
i. Aspek Geografi
Kabupaten Kepulavan Yapen berada di Teluk Cendrawasih pada
posisi  134°46”-137°21,964” Buwur Timur dan 1°27°47714”-
1°58736,376” Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kepulavan
Yapen adalah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor di Selat
Sorenawai;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Waropen di Selat
Saireri;
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Provinsi
Papua Barat di Selat Gelvink Bay;
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Jayapura di
Sungai Mamberamo.

Kabupaten Kepulauan Yapen secara administrasi terdin dari 16

37
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distrik, 5 kelurahan, dan 160 kampung yang rinciannya disajikan pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1,

Banyaknya Kelurahan dan Kampung serta Luas Distrik
di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015

No. Distrik Kampung !| Kelurahan | Luas (km?) | Persentase
1| Angkaisera 10 0 101,09 1,40
| 2| Kepulauan Ambai 10 0 301,37 422
3 Kosiwo 15 ¢ 606,66 8,49
4 | Poom § 0 730,39 10,22
5 | Pulau Kurudu 8 0 134.00 7,01
6 | Pulau Yerui 5 0 574,03 10,21
7 Raimbawi 7 0 779,49 5,28
B Teluk Ampimoi 11 0 451,63 6,32
9 Windesi 9 0 479,69 6,71
10 | Wonawa 10 0 960,68 9,53
11 | Yapen Barat 16 | 793,36 11,10
12 | Yapen Selatan 10 3 80,30 05.60
13 | Yapen Timur 1] 0 393,17 5.50
14 | Yapen Utara 7 0 775,58 10,85
15 | Anotaurei 7 1 60,12 05.36
16 | Yawakukat 8 0 76,30 1,08
Kepulanan Yapen 160 5 7.146,97 100,00
Hutan Negara 785.26 25.08
Daratan 243249 64.61
Lautan 4.714.48 35.39

Sumber : BPS, Kepulavan Yapen Dalam Angka Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 4.1 Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 16

distrik dengan luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen seluas 7.146,97

km? dimana luas daratan adalah 2.432,49 km? (34,04%) sementara lautan

seluas 4.714,48 km? (65,96%).

Secara topografi, sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen

berbukit dan bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan

kondisi datar dan landai terutama pada bagian timur dan bagian Barat

Pulau Yapen. Tingkat kemiringan lahan sangat bervariasi mulai dari yang

datar, bergelombang hingga pada berbukit. Tingkat kemiringan lahan

antara 0-4% yang disebut sebagai daerah pantai, sedangkan kemiringan
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lahan antara 40-60% adalah kemiringan lahan yang discbut sebagai

daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih dominan sekitar

pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0-10 m

diatas permukaan laut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian

200-1.500 m di atas permukaan laut.

j-Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data

BPS Kabupaten Kepulavan Yapen Tahun 2010 sebanvak 82.951 jiwa

dengan rincian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Kepularan Yapen Tahun 2015

—_ Luas Penduduk Kepadatan
No Distrik Km? % Jumlah % {crang/km®)
1 Yapen Timur 1720 55 4618 5.6 27 |
2 Pantura Yapen 173,0 5.5 2.304 2.8 13
H__3 Teluk Ampimoi 161,0 5.1 3.416 4.1 2]
4 Raimbawi 70,0 2.2 1.120 1.4 16
5 Pulau Kurudu 134,0 43 1.335 1.6 10
6 Angkaisera 52,0 1.7 8.046 9.7 155
7 [ Kep. Ambai 18,2 0.6 3.656 4.4 201
g Yapen Selatan 60.5 1.9 38.032 45.8 629
9 Kosiwo 447 14 3.781 4.6 85
10 1 Yapen Barat 1158 3.7 7.831 9.4 68 |
11 Wonawa 63,5 2.0 2.812 34 44
12 Pulau Yerui 359 1.1 341 04 9
13 Poom 69,9 2.2 3.128 38 45
14 Windesi 67,3 2.1 2.53] 3.1 38
Hutan Negara 785,3 25,1
Kep. Yapen 3.131,0 100,0 82.951 100,0 26

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka 2015

Tabel 4.2. mempertihatkan penyebaran penduduk di Kabupaten

Kepulauan Yapen masth terpusat di Distrk Yapen Selatan dimana ibu

kota Kabupaten Kepulauan Yapen berada. Jumlah penduduk di Distrik

Yapen Selatan paling tinggi sebanyak 38.032 jiwa atau 45.8% dengan
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kepadatan sebanyak 629 orang per km?®. Distrik yang paling sedikit
jumlah penduduknya adalah Pulau Yerui dengan 341 penduduk atau
0.4% dan tingkat kepadatan 9 orang per km?.
2. Gambaran Umum Distrik Windesi
a. Aspek Geografi

Distrik Windesi adalah salah satu Distrik yang terletak disebelah
ulara Pulau Yapen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Biak
Numfor. Secara atronomis Distrik Windesi terictak  diantara
1°37°58.7617°-5’41,441"" Lintang Selatan dan 135°50°11.322"’-
136°12°47.762 Bujur Barat. Batas wilayah Distrik Windest adalah
sebagai berikut -

1} Sebelah Utara Distrik Windesi Berbatasan dengan Kabupaten Biak
Numfor;

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kosiwo;

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Pantura Yapen dan;

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Poom.

Letak Distrik Windesi berada di pesisir pantai, dengan kondisi ini
maka untuk menjangkau satu kampung dengan kampung yang lain
menggunakan perahu motor tempel. Distrik Windesi memiliki Luas
daratan 222,40 Km? dengan ibukota distrik terletak pada kampung
Windesi. Wilayah pemerintahan Distrik Windesi terdiri dari 9 kampung
yang tersebar di daerah pesisir dan lembah. Adapun nama-nama

kampung dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Tabel. 4.3.

Nama Kampung dan Status Pemerintahan
Distrik Windesi Tahun 2015

No Nama Kampung Status Pemerintahan
1 2 3
1. | Waisani Kampung
2. | Munggui Kampung
3. | Asai Kampung
4. | Windesi Kampung
5. | Saruman Kampung
6. | Kaonda Kampung
7. | Karawi Kampung
8. | Aryobu Kampung
9. | Rosbori Kampung

4@114o.pdf

Sumber : BPS Kabupaten Kepulavan Yapen 2016

b. Aspek Demografi

Setelah mengetahui letak wilayah Distrik Windesi, maka akan
lebih memperjelas dan memahami situasi demografis masyarakat distrik
Windesi. Berdasarkan data Statistik Tahun 2015 jumlah Penduduk
Distrik Windesi adalah berjumlah 2.809 jiwa, terdiri atas 1.427 laki-laki
dan 1.382 perempuan. Namun perbedaan penduduk laki-laki dan
perempuan tidak begitu besar yang secara persentase penduduk
perempuan dengan persentase sebesar 49,20 % dan laki-laki sebesar
50,80 %. Pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya hanyalah 1,1%
atau sebanyak 60 jiwa.

Luas wilayah yang mencapai 222.40 Km?® maka secara rata-rata
kepadatan penduduk Distrik Windesi mencapai 12,42 jiwa per Km?

Secara rata-rata satu Km? dihuni oleh 12 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
pada masing-masing kampung tahun 2015

4840 paf

Jenis Kelamin
No. Kampung [ Laki-Laki | Perempusan Jumlah
f 2 3 4 5
1. | Waisani 263 220 483
2. | Munggui 175 166 341
3. | Asai 144 160 304
4, | Windesi 140 119 259
5. | Saruman 148 147 295
6. | Kaonda 118 120 238
7. | Karawi 236 238 474
8. | Aryobu 66 69 135
9. | Rosbon 137 143 280
Jumlah 1427 1382 2809

Sumber : BPS Kabupalen Kepulavan Yapen 2016

3. Gambaran Umum Kampung Asai

Letak Geografi

Secara administratif Kampung Asai termasuk dalam wilayah

Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas wilayah

1.040,57 Ha atau 4,69 % dari luas wilayah Distrik Windes1 dan berada

pada titik koordinat X= 597214,47 dan Y= 9817568,06. Karakteristik

wilayahnya berupa pesisir pantai dan daratan. Kampung Asal memiliki

batas administratif sebagai berikut:
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1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Yapen
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Windesi
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Papuma
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Munggui.
Potensi vyang dimiliki Kampung Asai digolongkan dalam
beberapa aspek, yaitu :
1) Lahan
Jenis tanah menurut sub grup pada Kampung Asai adalah
dominan fypic haplustepts dan bahan ikutan fypic dystrustepts. Unsur
hara Natrium (Na) pada tanahnya tergolong tinggi, sedang unsur yang
lain rendah sehingga kesuburan tanahnya tergolong rendah.
Berdasarkan analisis tingkat kesesuaian lahan terhadap jenis
komoditas tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan tanaman
perkebunan. Selain itu potensi lahan yang dimiliki adalah tanaman
kehutanan yang bernilai konservasi dan ekonomi.
2) Perairan
Potensi perairan yang dimiliki Kampung Asai adalah (1)
kualitas air sangat baik dan (2) Masyarakat nelayan. Potensi perairan
yang Kampung Asai dapat dikembangkan komoditas Perikanan
Tangkap.
3) Kependudukan
Pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk Kampung Asai
sebanyak 397 jiwa. Mata pencaharian utama penduduk adalah petant

dan nelayan. Hingga tahun ke 25 (2033) penduduk Kampung Asai
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diperkirakan laju pertumbuhan penduduk: 5,80%; sehingga Tahun ke

25 diperkirakan telah berjumiah 1.555 jiwa; Pengurangan penduduk

akibat kematian sebesar: 0,78% per tabun; sehingga tahun ke 25

diperkirakan terjadi pengurangan penduduk : 321 jiwa pada kondisi

tidak ada serangan wabah penyakit yang berbahaya dan musibah
berupa bencana alam lainnya.
4) Fasilitas Sosial
Terdapat 1 bangunan S Negeri. Fasilitas pendidikan tingkat

SMP belum ada. Jumlah siswa saat ini sebanyak 70 orang dengan 6

orang guru. Terdapat 1 bangunan untuk pelayanan keschatan tetapi

tidak berjalan sesuai fungsinya. Tenaga medis yang ada terdin dari 1

orang bidan.

5) Infrastruktur
Infrastruktur Kampung Asai meliputi jalan, air bersih, listrik,
persampahan, dan drainase.

a) Infrastruktur jalan di Kampung Asai telah ada, namun akses jalan
ke ibukota kabupaten dan wilayah sckitarnya belum ada, hanya
dapat ditempuh lewat jalur laut.

b) Sarana air bersih telah tersedia, namun masih dalam bentuk bak
penampungan sebanyak 2 buah untuk melayani seluruh KK.

¢} Jaringan listrik telah tersedia namun masih skala rumah tangga
dengan menggunakan mesin generator listrik. Sebagian belum

menikmati listrik dengan baik.
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d) Fasilitas persampahan belum tersedia dengan baik masih
memanfaatkan lahan sekitarnya untuk membuang sampah.
¢) Drainase pemukiman dan jalan belum tersedia dengan baik.
6) Pariwisata
Kampung Asai berada pada bagian utara sebelah timur Pulau
Yapen memiliki garis pantai relatif rata yang berhadapan langsung
dengan laut Pasifik sehingga pada musim-musim tertentu gelombang
sangat tinggi dan dapat digunakan untuk olahraga selancar air dan
rekreasi keindahan alam.
4. Rencana Program Pengembangan Kampung
Rencana program pengembangan Kampung Asail hingga 25 tahun ke
depan (2033) terdiri dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan
infrastruktur, diuraikan scbagai benkut :
a. Pendidikan
Rencana pada aspek pendidikan merupakan pembangunan yang
ditujukan untuk mewujudkan terlaksananya program PELDIDIKPADU,
dengan dua program utama yaitu :
1) Wajib sekolah 12 tahun
2) Peningkatan mutu tenaga pendidik (guru) dan fasilitas sekolah
b. Kesechatan
Rencana pengembangan pada aspek kesehatan dengan program :
1) Meningkatkan peran Pustu dan polindes sebagai pelayanan kesehatan

masyarakat melalui :
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2) Penambahan tenaga medis dengan penambahan perawat sebanyak 5
orang dan bidan sebanyak 5 orang pula yang akan bertugas memberi
pelayanan pada masyarakat.

3) Health security (keamanan kesehatan) berbasis kampung

c. Perekonomian
Rencana pengembangan di sektor perekonomian sesuai potensi
lahan kampung yang dapat dikembangkan meliputi program :

1) Pengembangan arcal budidaya

2) Pengembangan agrobisnis dan agroindustri melalui pembuatan
demplot;

3) Pengadaan input produksi untuk luas tanam 1.500 Ha; pembenan
unsur hara yang dibutuhkan tanaman

4) Perbaikan dan manajemen produksi

5) Perbaikan panen dan pasca panen;

6) Distribusi dan pemasaran;

7) Bantuan pemodalan;

8) Pengembangan sumber daya manusia

9) Pembentukan/pemantapan kelembagaan lokal

d. Infrastruktur
Rencana program pengembangan infrastruktur di Kampung Asai
yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan :

1) Survey jalan penghubung dengan Windesi dan Munggui.

2) Inventarisasi kebutuhan berdasarkan fungsi jalan

3) Peningkatan jalan aspal sepanjang 264,54 m.
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4) Survei dan pembuatan drainase,

5) Pengadaan jaringan telekomunikasi berupa BTS melalui kerja sama
dengan operator nasional.

6) Pengadaan listrik dengan tenaga Hydro micro pada seluruh rumah

7) Peningkatan sarana air bersih menjangkau pemukiman masyarakat;
melalui sistem perpipaan dari sumber air.

&) Perbaikan rumah masyarakat untuk masyarakat kurang mampu.

9) Peningkatan sanitasi lingkungan; dapat berupa pemberian informasi
maupun kegiatan pengelolaan persampahan, pengadaan MCK dan
sebagainya.

e. Panwisata
Rencana program pengembangan Panwisata di Kampung Asai
yaitu pengembangan prasarana penunjang; meliputi kegiatan :

1) Survey dan pembuatan perencanaan pariwisata Kampung Asai.

2) Inventarisasi kebutuhan berdasarkan fungsi wisata

3) Pelaksanaan pekcrjaan.

5. Struktur Pemerintah Kampung Asai
Struktur pemerintah Kampung Asair tahun 2016 adalah sebagai

berikut.
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Penyusunan RPJMK, RKPK & RABK Kampung Asat Distrik Windesi
Tahun Anggaran 2016, diangkatlah empat orang tim penyusun, yaitu:
h. Kundrad Raubia (Kepala Kampung) sebagai Penanggung Jawab;
1. Sem Puari (Ketua Bamuskam) sebagai Koordinator;
j. Terianus Ayomi (Sekretaris Kampung) sebagai Sekretaris;
k. Demianus A. Maniamboy (Bendahara) sebagai Anggota
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun Anggaran
2015 dan 2016
'Tabel 4.5. di bawah ini menunjukkan tentang anggaran pendapatan

dan belanjia Kampung Asai tahun anggaran 2015 dan 2016.

Tabel 4.,5.
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Kampung Asai Tahun 2(15 Dan 2016
No Deskripsi 2015 2016
1 | Pendapatan Desa 254.071.720,- | 763.775.658,-
2 | Belanja Desa 254.071.720,- | 763.775.658,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 105.921.720,- | 344.260.658,-
b. Bidang Pembangunan -1 125.015.000,-
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 148.150.000,- | 30.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - 264.500.000,-
¢. Bidang Tak Terduga - -
3 : Pembiayaan Kampung
a. Penerimaan Pembiayaan 51.000.000,- | 51.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan 51.000.000.- { 51.000.000,-

Sumber: Peraturan Kampung Asai Tahun 2015 dan 2016
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran pendapatan
Kampung Asai mengalami peningkatan pada tahun 2016 dari tahun
sebelumnya, meskipun tidak begitu signifikan peningkatannya. Nominal
pendapatan desa diperoleh dari Dana Kampung (DK), bantuan keuangan
dari pemerintah daerah, dan silfa Dana Kampung (DK) tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, Dana Kampung sebesar Rp. 600.195.658,-, bantuan
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keuangan dari pemerintah daerah sebesar Rp. 163.580.000,-, dan stlfa 2015
sebesar 50.662.272.-. Berdasarkan komponen tersebut diperoleh nilai total
pendapatan Kampung Asai pada tahun 2016 sebesar Rp. 763.775.658,-.

Kemudian berdasarkan komponen belanja desa, penggunaan
terbesar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini
menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pembangunan kampung Asai
belum begitu optimal karena serapan penggunaan dana lebith banyak
digunakan untuk kegiatan administratif pemerintah kampung, baik
digunakan untuk penggajian maupun kegiatan administratif lainnya.

Lebih lanjut, pada tahun 2016, Kampung Asai tidak hanya terfokus
pada bidang pembangunan (fisik) dan pembinaan kemasyarakatan (sosial
budaya) saja, namun sudah mengarah pada kegiatan pemberdayaan
masyarakat (pembangunan ekonomi) yang mampu menghasilkan nilai
tambah (value Dana Kampunged) dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari alokasi belanja
pada bidang pemberdayaan masyarakat yang lebih besar dibandingkan
dengan bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pembagian alokasi dana tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam
Forum Musrenbang Kampung. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :
a. Belanja Rutin sebesar 30% dari Total Belanja Kampung.

b. Belanja Pembangunan sebesar 70% dan Total Belanja Kampung, yang
terbapi menjadi :
1) Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 6(0% dari Total Belanja

Pembangunan
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2) Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 7% dari Total Belama
Pembangunan

3) Bidang Sosial dan Budaya sebesar 3% dari Total Belanja
Pembangunan.

Komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misj
Kampung terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera
terwujud.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK)
Kampung Asai pada tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus
diselesaikan meliputi 35 (tiga puluh lima) masalah pengembangan fisik, 11
(sebelas) masalah ekonomi dan 7 (tujuh) masalah sosial budaya. Sedangkan
penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu
mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Berikut adalah
daftar prioritas masalah yang akan ditangani pada tahun anggaran 2016.

Tabel 4.6.
Daftar Prioritas Masalah Kampung Asai Tahun 2016

NO | BIDANG MASALAH

1. Lembaga Pendidikan anak Usia Dini belum tersedia baik

l. | Pendidikan fasilitas bangunan dan sarana dan prasarana bermain

Masih kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya kesehatan

Masih kurangnya sarana air bersih di tiap lingkungan

masih minimnya upah untuk para kader kesehatan di Kampung

Masih kurang sadamya orang tua membawa anaknya ke

2. Kesehatan Posyandu

5. Masih kurang sadarnya masyarakat untuk menggunakan alat
Kontrasepsi/KB

6. Masih belum Optimainya Kegiatan BKB,BKR,BKL, dan

UPPKS

Lo L b —
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masih banyaknya anak yatim dan orang jompo

Guro Agama

Masih adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni
. Sanitasi/MCK Belum tersedia secara baik layak

SDM Perangkat masih lemah

BPD, LPM, dan PKK belum berfungsi secara maksimal
Balai Kampung belum terbangun

Ruangan kantor Kampung belum tersedia

3. |Sosial Budaya

da W b2 —

4, | Pemerintahan

La Ll B

Badan dan Bahu jalan masih labil

jalan Tanah sudah rusak

Belum adanya jalan Poros Kampung yang memadai
Belum meratanya pemasangan jaringan listrik

5. | Infrastruktur

B -

Kurangnya peralatan bagi para pengrajin yang ada di Asai

-

Koperasi Dan . Minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan manajemen
6. Usaha usaha
Masyarakat 3. Kurangnya Modal Usaha bagi para Pengrajin dan Petani serta
nelayan
1. Masih minimnya bibit unggul vang tersedia baik untuk
Pertanian atau Peternakan

7. Pertanian 2. Masih kurangnya peralatan pertanian
3. Masih kurangnya pasokan air terutama untuk tanaman palawija
4. Minimnya Pengetahuan Petani

.. 1. Kurangnya sarana pendukun
8. | Pariwisata 2. kurangnya kesadarzn masyarikat untuk menata hingkungan

Sumber: RKPK Kampung Asai Tahun Anggaran 2016

B. Hasil Penelitian

Pada sub bab hasil penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil
wawancara dengan 7 orang yang telah penulis tetapkan sebagai responden. Ada
dua tujuan utama dalam penelitian ini yaitu 1) menganalisis implementasi
kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai distrik
Windesi dan 2) menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan dana kampung terhadap pembangunan kampung Asai disinik
Windesi.

Setelah dilakukan hasil wawancara, maka dapat diketahut bahwa
implementasi kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai

dinilai telah terealisasi dengan baik dan efektif meskipun fokus pengelola dana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43840 pof

kampung masih terpaku pada pembangunan fisik. Hal ini dapat dilibat dar
ajuan rencana pembangunan yang diusulkan dan bukti-bukti fisik dari realisasi
dari rencana-rencana tersebut.
Implementasi dana kampung di Kampung Asai, utamanya pada tahun
2015 dan 2016 baru mengarah pada pelaksanaan pembangunan Desa di tiga
bidang, yaitu:
I. Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik
2. Sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. Sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan
Sedangkan dua bidang lainnya, yaitu pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi
terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup belum dapat
dircalisasikan. Mengingat kampung Asai termasuk kampung berkembang,
maka pelaksanaan ketiga bidang pembangunan tersebut di atas telah sangat
sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015.
1. Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Kampung Asai Distrik
Windesi
Implementasi kebijakan anggaran dana kampung di kampung Asai
Distrik Windesi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu (a) proses implementasi
kebijakan dana kampung, dan (b) pencapaian tujuan kebijakan dana
kampung. Secara umum pelaksanaan Dana Kampung telah berjalan dengan
baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Dana Kampung di Kampung

Asai masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai
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fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian. Berikut
ini adalah penjabaran hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi
kebijakan anggaran dana Kampung Asai Distnk Windesi.
a. Proses Implementasi Kebijakan Dana Kampung Asai

1) Penyusunan Rencana Kegiatan.

Proses awal dalam mengimplementasikan suatu kebijakan
adalah penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini
mencakup banyak aspek, seperti siapa yang merencanakan, bagaimana
direncanakan, dan apa yang rencanakan.

Pertama, pihak yang merencanakan kegiatan dan program
dalam Dana Kampung adalah para pihak pengelola Dana Kampung di
wilayah terkait, dalam konteks ini adalah Kampung Asai Distrik
Windesi. Kepala Kampung Asai menjelaskan saat diwawancarai
tentang siapakah pengelola Dana Kampung di Kampung Asai:

“Pengelolah Dana Kampung adalah Kepala kampung asai,

Bamuskam, RK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh
agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan’.

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa ada banyak
pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di
Kampung Asai. Artinya, rencana kegiatan yang akan dibuat tentunya
telah merepresentasikan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian
terkait dengan tanggung jawab masing-masing pengelola, Bendahara
Kampung Asai mengungkapkan bahwa

“Pengelola Dana Kampung di kampung asai adalah Kepala

Kampung Selaku Pengguna Anggaran dan Sekretaris
Kampung Selaku pelaksana program kegiatan di kampung
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Asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan semua
pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK,
RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda dan Tokoh Perempuan dilibatkan secara langsung
pada saat penggalian gagasan hingga sampai menentukan
kegiatan yang akon di programhan dalam 1 (satw) tahun
anggaran’”

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Asisten Bidang
Pemenntahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa
“Pengelolah Dana Kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya
kampung Asai adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung,
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeni nomor 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB 11l pasal 3 ayat |1 yang
berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemenntah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai kewenangan
menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa),
dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi
sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara™ (Hasil wawancara dengan
Bapak Drofilus Yan Lestuni). Merujuk pada hasil wawancara di atas
diketahui bahwa pembagian tugas antar pengelola Dana Kampung
sudah sangat jelas sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan
yang pada akhirmya akan mengganggu proses implementasi kebijakan.

Kedua, berkaitan dengan proses perencanaan Kkegiatan.
Perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Kampung telah memiliki
payung hukum yang jelas sehingga prosesnya juga harus mengacu
pada aturan tersebut. Proses perencanaan kegiatan yang berjalan

adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung
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(MUSRENBANG) yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan,
baik pengelola, pelaksana, maupun pengawas. Pada MUUSRENBANG
semua usulan ditampung dan dibahas sehingga mampu menghasilkan
putusan yang sesuai dengan kebutuhan kampung. Hal ini disampaikan
oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen:
“Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana Kampung
disusun  berdasarkan  hasil  Musyawarah  Rencana
Pembangunan Kampung (MUSRENBANG) yang mana dalam
MUSRENBANG  tersebut  hadir  seluruh  Stakeholder
(pemangku kepentingan) yang berada di kampung baik
pemerintah kampung, Bamuskam, Tokoh Masyarakat, Tokah
Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, tokoh Pemuda dan
Warga masyarakat baik RT dan RW. Musrenbang tersebut
terjadi  usulan-usulan kegiatan dari seluruh peseria
musrenbang sesuai dengan priorilas  kegiatan dengan
berpedoman kepada peraturan Menteri Desa, daerah
tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang menyampaikan
rencana kegiatan adalah peserta rapat tersebut yang

kemudian dicatat oleh notulen dalam hal ini Kepala urusan
program untuk dijadikan dasar dalam peryusunan APBK”

Informasi di atas diperkuat oleh Bendahara kampung asai yang
mengungkapkan bahwa “Kepala Kampung dan tim pada tahap awal
menyusun rencana kegiatan Dana Kampung yang diatur dalam
Anggaran Pendapatan Belanja kampung di Kampung Asai untuk 1
tahun anggaran yang kemudian dibahas bersama dalam
MUSRENBANG di tingkat kampung. Rencana kegiatan tersebut
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
(RPJMK) yang telah disusun sebelumnya”. Musyawarah tersebut akan
memutuskan program kegiatan mana saja yang dapat dibiayai dan hal

tersebut adalah syarat utama dalam pencairan dana Dana Kampung. al
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ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung
Asai.
“Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung

akan di tandai dan program kegiatan dalam skala menengah
akan menjadi daftar program kegiatan pada SKPD terkair”

Ketiga, hasil putusan MUSRENBANG di tingkat kampung
untuk tahun 2016 ditentukan 8 program kegiatan, namun yang
diprioritaskan hanya 5 program saja yang masih didominasi pada
alokasi pembangunan fisik untuk meningkatkan kelayakan hidup
masyarakat dan mempermudah aktivitas perekonomian. Hal im
sebagaimana diungkapkan oleh bendahara Kampung Asai.

“Di Kampung Asai telah ditentukan 8 (delapan) program

kegiatan namun yang menjadi prioritas utama dalam

pembangunan terdapat 5 (lima) program adalah:

1} Pembangunan Rumah Layak Huni yang di targetkan tahun

2021 masyarakat di kampung asai pada wmumnya sudah
memiliki rumah sendiri yang bersumber dari dana Dana
Kampung;

2) Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan

prioritas yang mendasar di kampung asai;

3) Perbaikan MCK di Kampung Asai,

4) Talud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asai.

5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro
(PLTMH)} Kampung Asai”

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas diketahui dalam proses
perencanaan program dan kegiatan di Kampung Asai telah berjalan
dengan baik. Kemudian juga telah sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan dan telah melihatkan selurub pemangku kebijakan sehingga
setiap putusan yang dihasilkan dan musyawarah mampu mewakili
aspirasi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mendasar di
Kampung Asai.

2) Penyelesaian kegiatan dana kampung

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43%40.paf

Setelah kegiatan penyusunan rencana kegiatan telah berhasil
dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan
penyelesaian rencana kegiatan dana kampung. Pada praktik
pelaksanaan, terdapat ketidak sesuaian rencana kegiatan dengan
realisasi kegiatan. Artinya ada realisasi kegiatan yang tidak
direncanakan pada MUSRENBANG. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Kepala Kampung Asai, sebagai berikut.

“Penyusunan rencana dana kampung berbeda atau belum

sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dikarenakan dalam

penyusunan RKP, RAPBK masih menjadi keputusan sepihak
sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan yang bukan

menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di akomodir
dalam pembelanjaan kampung”

Kepala Kampung Asai ini juga menambahkan bahwa “pada
realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan
yang tidak diakomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung
Asai (RKPK), diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan
(semen) bagi pembangunan gedung gereja dan penambahan jaringan
pipa air bersih ke puskesmas pembantu (PUSTU) (hasii wawancara
dengan Bapak Kundrat Raubia). Adanya penelaahan terhadap program
vang direalisasikan di luar rencana kegiatan, penulis berpendapat
bahwa kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan karena berkaitan
dengan kebutuhan masyarakat umum, utamanya dalam kenyamanan
masyarakat dalam beribadah di gereja dan pembangunan fasilitas
penunjang fasilitas keschatan.

Di sisi lain, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan jawaban yang berbeda
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berdasarkan perspektif laporan pertanggungjawaban yang ia terima,
vaitu Kampung Asai tidak melakukan penyimpangan kegiatan dan
seluruh kegiatan telah berhasil dilakukan sesuai dengan rencana yang
disusun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pejabat Sekretariat
Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut.

“Terkadang juga ada beberapa kampung di Kabupaten
Kepulauan Yapen yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai
dengan direncanakan, tetapi Kampung Asai dari data
pertanggungjawaban  yang  dimasukan pada  Bagian
Pemerintahan Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen
sesuai dengan Anggaran Belanja Kampung yang telah
ditetapkan”

3) Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan Dana

Desa terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan

oleh Sekretaris Distrik Windesi, sebagaimana pernyataan berikut :
“Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggung jawaban
Dana Kampung yang telah digunakan jika dilihat dari laporan
pertanggung jawabannya saya pikir sudah sangat baik, karena
setelah penggunaan kepala kampung beserta sekretaris
kampung dan bendahara langsung menyiapkan laporan
pertanggung jawabannya sesuai Juknis yang
direkomendasikan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, meski
masih terjadi keterlambatan waktu pelaporan nya namun

secara keseluruhan sudah sangat baik dilakukan oleh
penanggung jawab Dana Kampung di Kampung Asai” .

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa Setelah realisasi
pencairan Dana Desa dan program selesai dilaksanakan, Kepala
Kampung Asai sebagai penanggung jawab kegiatan bersama tim
langsung menyiapkan laporan pertanggung jawabannya sesuai
petunjuk tenis yang direkomendasikan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian jika meninjau dari sisi waktu pelaporan, kampung Asai
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mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Kepala kampung Asai
menambahkan bahwa “laporan pertanggung jawaban kadang di
sesuaikan dengan realisasi program kegiatan yang dikegakan di
tingkat kampung, kalau terdapat pekerjaan yang belum terealisasi
dengan baik maka akan berdampak pada laporan pertanggung jawaban
yang dibuat” (Hasil wawancara dengan Kepala kampung Asai).
b. Pencapaian Tujuan Kebijakan Dana Kampung Asai
Pencapaian tujuan kebijakan yang secara Jangsung dapat dicapai
dalam implementasi kebijakan adalah (1) Penyelenggaraan pemenntahan
desa dalam melaksanakan pelayanan pemenintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, (2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
manajemen pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang
dimiliki, dan (3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Uraian
dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.
1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

Pencapaian tujuan  terkait dengan penyelenggaraan
pemenintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, realisasi Dana
Desa di kampung Asai telah menghasilkan manfaat yang besar bagi
masyarakat sckitar. Sekretaris Distrik Windesi, mengungkapkan
bahwa:

“Berbicara maanfaat dari Dana Kampung kepada masyarakat

terutama dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat

kampung khususnya di kampung asai saya pikir sangat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena

dengan adanya Dana Kampung ini maka proses pembangunan
di kampung asai sangat menunjukan proses peningkatan taraf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



48440.pat

hidup mulai dari persediaan perumahan masyarakat sampai
pada pembangunan infrastruktur ekonomi dasar di kampung”

Kemudian, Sekretaris Distrik Windesi juga memberikan
contoh konkrit dari besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat.
Hal ini sebagaimana ia ungkapkan bahwa “contoh yang paling
kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang layak
untuk di huni dari Dana Kampung ini tanpa harus mengeluarkan uang
pribadi, sehingga uang pribadi dapat digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan
bagi masyarakat kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah
dan infrastruktur lainnya maka tenaga kerja juga dibutuhkan dalam
rangka pembangunan tersebut. Maka sudah barang tentu masyarakat
setempat yang dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut.
Sehingga tenaga kerja ini di honor dan mendapatkan uang di kampung
serta tidak harus bersusah payah ke kota kabupaten untuk mencan
kerja™ .

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Kepala Kampung Asai
menambahkan bahwa “realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung
asal telah mendapat apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang
dijalankan telah tepat sasaran, namun seringkali dijumpai
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kampung
yang belum maksimal” (Hasil wawancara dengan Kepala Kampung
Asai). Ial ini menunjukkan bahwa realisasi program yang sesuai
rencana dan memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat belum

tentu mampu menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. salah
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satunya adalah kekurangan dalam memberikan pelayanan karena
sistem birokrasi yang tidak dikelola dengan baik.

Selanjutnya dari aspek pembangunan, kampung Asai
melakukan pembangunan fisik dan non-fisik sekaligus. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Bamuskam Kampung Asai
berikut.

“Fisik: Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan

mck dan Non fisik: pemberian dana penunjang kegiatan tim

pengerak pkk, dana penunjang kegiatan kepemudaan, dana
penunjang bagi kader posyandu di kampung asai dalam

menjalangkan program pemberian makanan tambahan bagi
ibu hamil, anak bayi dan balita”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada tahun 2016
realisasi Dana Desa secara fisik atan pembangunan sarana dan
prasarana diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni, jalan
rabat beton dan MCK. Kemudian bendahamm Kampung Asai
menambahkan adanya pembelian motor tempel dalam ungkapannya
bahwa “hasil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asai
yaitu pengadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang
transportasi yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke
kota, memuat hasil dagangan dan lain sebagainya” (hasil wawancara
dengan Bendahara Kampung Asai). Pengadaan motor tempel dan
pembangunan rumah layak huni juga diamini oleh Tenaga Ahli
Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) pada Program Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3IMD) Kabupaten Kepulauan

Yapen.
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Kemudian realisasi Dana Desa tahun 2016 secara non fisik
menghasilkan beberapa oufput kegiatan, vyaitu pemberian dana
penunjang kegiatan Tim Penggerak PKK, kepemudaan, dan kader
posyandu. Perincian kegiatan dan pemberian dana tersebut sebagai
dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai adalah sebagai berikut:

a) Penunjang kegiatan PKK digunakan untuk membuat baju batik
seragam yang dapal digunakan untuk menghadiri acara — acara
resmi PKK di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten

b) Penunjang kegiatan kepemudaan digunakan untuk pemeliharaan
lapangan voiley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim bola dan
penunjang kegiatan lain selama mengikuti kegiatan bupati cup
pada tahun lalu.

¢) Penunjang kegiatan kader posyandu digunakan untuk menjalankan
program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi
dan balita (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai).

2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pada sub bahasan ini, terdapat fenomena yang menarik karena
terdapat perbedaan pandangan dari para informan. Perbedaan yang
muncul ke permukaan adalah tentang eksistensi lembaga
pemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan, seperti
tercermin pada hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asa
berikut ini:

“Suampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun

musyawarah, pengawasan dari pihak lain terkait dengan
pelaksanaan dana kampung di Kampung Asai”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak ada
kontribusi pihak eksternal dalam pengelolaan Dana Desa, baik itu
LPMD, BPD, maupun lembaga pemerintahan lainnya. Hal senada

juga diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai dan
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bendahara Kampung Asai. Bahkan Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat Desa menambahkan bahwa:

“pada saat ini sama sekali belum kelihatan adanya korelasi
hubungan kelembagaan yang jelas yang ada di kampung,
peranan BAMUSKAM sendiri sama sekali tidak ada hanya
sebatas BAMUSKAM terkadang kepala desa sendiri sama
sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada di
kampung dalam hal ini musyawarah kampung untuk
merencanakan bersama pembangunan kampung, (terkesan
bahwa semuanya dilakukan oleh kepala kampung sendiri,
misalnya  hal  terpenting sekali dalam  pelaksanaan
MUSRENBANG desa apakah sudah dibentuk tim perumus
untuk penyusunan dan penetapan dokumen RPJMK, saya
sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan di kampung,
padahal itu sangat penting sekali sehingga keterlibatan
masyarakat tidak Nampak bahkan lebih parah lagi tidak
dilibatkan sama sekali, jika kita melihat hanya dokumen
RPJIMK dan RKP saja yang ada tetapi prosesnya tidak ada” .

Pendapat di atas mengindikasikan kecurigaan dari pemerintah
dacrah bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh kampung, baik
RPJMK maupun RKP adalah dokumen fikiif yang disusun tanpa
mekanisme yang sesuai, Sekretaris Distrik Windesi memilik:
pandangan berbeda bahwa lembaga pemasyarakatan desa telah
berkontribusi maksimal dalam realisasi Dana Desa, baik dalam proses
perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pendapat tersebut
disampaikan pada jawaban wawancara berikut ini.

“Kontribusi BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan Dana Kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan
seperti musyawarah, kerja lapangan dan pengawasan
lembaga-lembaga desa ini sangat memberikan kantribusi,
karena dari pandangan kami di kampung asai, proses
pelaksanaan Dana Kampung itu sendiri merupakan hasil kerja
sama yang baik dari setiap bahkan seluruh komponen
masyarakat lermasuk di dalamnya lembaga-lembaga desa ini,
hal ini dikarenakan jumlah penduduk asai yang tidak terlau
banyak sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan
masyarakai maka di dalamnya sudah terwakili komponen
lembaga desa tersebut”
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan
para informan, peneliti berkesimpulan bahwa kontribusi lembaga
pemasyarakatan desa masih sangatlah minor dan harus ditingkatkan
kontribusi nya di masa mendatang. Kesimpulan ini didasarkan pada
pendapat para informan internal pengelola Dana Desa di Kampung
Asai yang secara kompak mengungkapkan bahwa belum ada
kontribusi dari pihak eksternal dalam pembangunan di kampung Asai,
sedangkan pendapat tentang adanya kontribusi pihak ekstemnal
diperoleh dari sekretaris distrik Windesi yang dimungkinkan hanya
melihat realisasi Dana Desa berdasarkan laporan yang diberikan,
bukan berdasarkan kondisi di lapangan.

3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Mengamati kontribusi dari para pemangku kepentingan,
utamanya masyarakat sectempat para informan sepakat bahwa
masyarakat Kampung Asai sangat berperan aktif dalam mendukung
seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini scbagaimana
diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut.

“Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangal

berperan aktif dalam mendukung semua kegiatan yang selama
ini di programkan selama ! (satu) tahun anggaran”

Ungkapan di atas juga didukung oleh jawaban Kepala
Kampung Asai, bendahara, dan sekretaris Distrik Windesi. [i sisi
lain, kontribusi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Dcsa
tidakiah datang begitu saja, namun telah melalui proses panjang dan
ada strategi khususnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala

kampung Asai.
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“Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai
adalah partisipasi masyarakat yang selama ini berperan akiif
dengan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam hidup
bergotong royong. Transparansi pemerintah kampung dalam
menyampaikan setiap program yang berdampak positif
sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap
nanti akan dinikmati oleh masyarakat”

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa peran aktif
masyarakat dalam kegiatan mcrupakan hasil darnt penerapan strategi
para pengelola Dana Desa yang mengedepankan sikap kekeluargaan
dalam hidup bergotong royong dan adanya transparansi pemerintah
kampung dalam menyampaikan setiap program.

Frans Jerys selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
(TA.PMD) pada Propram Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3AMD) Kabupaten Kepulavan Yapen menambahkan tentang kontribusi
Dana Desa terhadap roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan benkut ini.

a) “Dampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan,
menurul saya masih jauh dari harapan seperti saya
sampaikan diawal bahwa sama sekali belum kelihatan jelas
tugas dan fungsi utama dari aparaiur pemerintahan
kampung, lebih cenderung ke arah birokrasi yang tidak jelas,
hubungan antar kelembagaan juga tidak jelas korelasi nya
masih kurang.

b} Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah haik
karena kebijakan Dana Kampung adalah uniuk memperkuat
kemampuan keuangan desa, di samping itu untuk
memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola
persoalan  pemerintahan, pembangunan serta  sosial
kemasyarakatan, untuk mendorong tercipianya demokrasi
desa, untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya
dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

¢) Dampak pada pelayanan kemasyarakatan, menurul saya
masih sangal rendah secara kualitas maupun kuantitas.
Dapat diambil satu kasus dimana masyarakal secara umum
masih sering mengeluhkan para aparatur pemeriniahan desa
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yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat, di
samping itu kualitas SDM aparatur pemeriniahan desanva
juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang
merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan
memperbaiki prosedur kerja, ada kecenderungan aparat
pemerintah desa memperiahankan status quonye (arogansi)
sehingga menimbulkan peresepsi masyarakat bahwa
berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti
berhadapan dengan proses yang berbelit-belit di samping itu
juga prosedur yang sulit ditumpangi oleh kepentingan
pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau
golongan terfentu (ikatan keluarga)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa realisasi
Dana Desa tidak berdampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan
karena struktur birokrasi yang tidak jelas. Kemudian dari aspek
pembangunan, keberadaan Dana Desa meningkatkan jumlah dana yang
dikelola kampung sehingga kampung memiliki keleluasaan untuk
menciptakan program pemerataan bagi masyarakat kampung. Sedangkan
dari sisi pelayanan kemasyarakatan, realisasi Dana Desa tidak berdampak
bagi perbaikan pelayanan kemasyarakatan. Artinya pelayanan yang
diberikan masih buruk dan mencinkan proses birokrasi yang berbelit-
belit.
Hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan
Dana Desa di atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa
tidak memiliki kontribusi dalam pembangunan, dan partisipasi swadaya
gotong royong masyarakat yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa
pencapaian tujuan kebijakan Dana Desa belum berjalan secara optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena

implementasi kebijakan, vyaitu proses implementasi kebijakan dana
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kampung dan pencapaian tujuan kebijakan dana kampung dapat

disimpulkan bahwa kebijakan dana kampung telah diimplementasikan

sesuat dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum
dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

Lebih lanjut, menurut Kepala Kampung Asai dalam wawancara,
beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola Dana kampung di Kampung
Asai dalam merealisasikan program kegiatan adalah:

1) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa kayu,
batu, pasir, dan lain sebagainya, pemilik masih menuntut ganti rugi atau
menuntut bayar dengan alasan yang tepat.

2) Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke
lokasi pembangunan rumah menuntut ongkos muat yang terlalu tinggi.

3) Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang melebihi dan
anggaran sehingga berpengaruh laporan pertanggung jawaban.

Selain beberapa kendala yang telah disebutkan di atas, sekretaris
distrik Windesi menambahkan bahwa keterlambatan penyerahan laporan
pertanggung jawaban kegiatan jumlah menjadi kendala. Hal ini berdampak
besar bagi proses pencairan dana selanjutnya dan mengganggu pelaksanaan
program. Kendala ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu
karena perjalanan ke Kantor Kabupaten Yapen hanya bisa diakses melalui

jalur laut.
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana
Kampung
Implementast kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik
Windesi yang telah dijabarkan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
mungkin dapat mendukung atau menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi implementasi kebijakan dana
kampung adalah sebagai berikut.
a, Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan memiliki karaktenstik khusus yang
melekat, diantaranya adalah jelas dan terukur sehingga dapat
direalisasikan, Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan
terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para
agen implementasi. Pada proses pengajuan dan pelaporan Dana
Kampung, Pengelola Dana Kampung di Kampung Asai mengacu pada
PERMENDAGRI 113 tahun 2014 bab IV pasal 12 — 19 dan aturan
tersebut berisi tentang ketentuan yang jelas dan terperinci. Hal ini
sebagaimana diungkapkan Kepala kampung Asat dan dikuatkan dengan
jawaban kepala BAMUSKAM dan bendahara Kampung Asai.

L33

Pengajuan dan pelaporan tenty akan mengaju pada
permendagri 113 tahun 2014 bab 1V pasal 12 sampai dengan
pasal 19

Secara lebih detail, staf P3AMD Kabupaten Kepulauan Yapen
menjabarkan tentang payung hukum dan ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan pengelolaan Dana Kampung sebagai berikut.

“Jelas harus ada kerena semua sudah diatur dalam undang-

undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri no. 113 tentang
laporan administrasi desa, perubahan pertama peraiuran
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pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Kampung yang
bersumber dari APBN, peraturan pemeriniah no. 22 tahun 2015
tentang penganggaran Dana Kampung dalam APBN, perubahan
kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan
pemerintah no.8 tahun 2016, Permendagri no. 37 tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Permendagri no.
32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pengelolaan
keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes
PDTT) tahun 2015 temang percepatan penyaluran, pengelolaan
dan penggunaan Dana Kampung ™

Proses pengajuan, seluruh aturan-aturan yang disebutkan di atas
digunakan sebagai media kontrol oleh pemerintah daerah. Contohnya
adalah persiapan RPMJK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK
(Rencana kepa Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan Kepala
kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung yang harus
diserahkan sebagai syarat pengajuan dana kampung. Sedangkan dalam
proses pelaporan, pengelola dana kampung harus menyiapkan laporan
pertanggungjawaban Dana Kampung sesuai dengan APBK dengan
melampirkan bukti-bukti pendukung. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulanan Yapen berikut ini.

“Ya, dalam pengajuan Dana Kampung setiap kampung harus
harus memenuhi prosedur/persyaratan dengan mempersiapkan
RPMIK (Rencana Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana
kerja Pemerintah Kampung), RAPBK (Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan
Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung.
persyaratan fersebut harus disampaikan kepada Kepada
Pemerintah Daerah untuk dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah
sesuai dengan Peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu
Permendagri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan No.
49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor
21 Tahun 2015; sedangkan pelaporan Dana Kampung setiap
kampung harus menyiapkan Laporan Pertanggungiawaban Dana
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Kampung sesuai dengan APBK dengan melampirkan bukii-bukii
sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta harus
melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak,
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung, Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja, Buku Bank Desa” (hasil wawancara
dengan Bapak Drofilus Yan Lestuni)

Terlepas dengan adanya aturan yang jelas dan tegas lentang
pengelolaan dana kampung, implementasi kebijakan tidak akan sukses
Jika aturan tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik. Menurut
informasi dari para informan, selama Kabupaten Kepulauan Yapen telah
melaksanakan sosialisasi tenlang penggunaan anggaran di tingkat
kampung dengan baik, sehingga mempermudah pengelolaan di tingkat
kampung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ketua Badan
Musyawarah Kampung Asai dan diperkuat oleh kepala kampung dan
bendahara berikut ini.

“Penggunaan anggaran sejavh ini di Kabupaten Kepulauan

Yapen telah melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan

anggaran di tingkat kampung, sehingga telah mempermudah

pengelola di tingkat kampung dalam penyampaian laporan SPJ”
(hasil wawancara dengan Ketua BAMUSKAM)

Sekretaris distrik Windesi menambahkan bahwa selain sosialisasi
yang dilakukan, pemerintah kabupaten juga tidak menutup ruang bagi
setiap kampung untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan Dana Kampung
tersebut. Disamping itu pula di setiap distrik ditempatkan pendamping-
pendamping kampung yang juga siap memberikan pendampingan bagi
pelaksanaan Dana Kampung.

Berdasarkan penjabaran di atas, adanya standar dan tujuan
kebijakan yang jelas yang ditunjukkan dengan aturan-aturan yang

diterbitkan oleh pemerintah dan adanya sosialisasi kebijakan sehingga
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mempermudah penerapan dana kampung di lapangan menunjukkan
bahwa standar dan tujuan kebijakan berdampak positif bagi implementasi
kebijakan dana kampung. Artinya adanya standar dan tujuan kebijakan
yang jelas dan terukur menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan
implementasi kebijakan dana kampung.
b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya
yang dimiliki, batk sumber daya manusia (human resources} maupun
sumber daya non manusia (non-human resources). Pertama, terkait
dengan Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan yang dihadapi oleh
kampung, utamanya yang jauh dari perkotaan adalah rendahnya kualitas
SDM yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
(TA.PSD) P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara

umum kampung-kampung yang berada jauh dari daerah kota

masih  memiliki kekurangan pada kualitas Sumber Daya

Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana Kampung. Salah

satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih
rendah”

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola dana
kampung, maka masih banyak dibutuhkan banyak pembekalan tentang
pengelolaan Dana Kampung sehingga dapat menjadi lebih profesional di
masa mendatang. Bahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
menugaskan seorang PNS untuk menjadi bendahara kampung sehingga
diharapkan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan

baik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh sekretaris Distrik Windesi
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vang juga dikuatkan dengan pernyataan Asisten Bidang Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Sumber daya manusia pengelola Dana Kampung memang masih
terbatas, sehingga dari keterbatasan itu menurut kami mereka
masih harus dibekali dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan
fentang pengelolaan Dana Kampung. Namun di sisi lain
pemerintah  kabupaten  kepulauan yapen melaui bupati
memberikan masukan khusus nya bendahara kampung untuk
sementara dikelola oleh pegawai negeri sipil yang berasal dari
pemerintah distrik setempat seperti halnya distrik windesi
bendahara kampung uasai adalah pegawai distrik sehingga dapat
membantu pengelolaan keuangan bahkan pertanggung jawaban

keuangan kampung secara baik” (hasil wawancara dengan
Sekretaris Distrik Windesi).

Kedua, dari sisi sumber daya non-manusia dapat ditinjau dari
aspek permodalan. Hal ini sebagaimana disampatkan oleh Kepala
Kampung Asai berikut.

“Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang

digunakan oleh pengelola untuk belanja kebutuhuan di kampung
yaitu prospek” (hasil wawancara dengan Kepala Kampung Asai)

Berdasarkan jawaban di atas diketahui bahwa sumber permodalan
selain dana Kampung yang berasal dan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), kampung juga memiliki sumber pendanaan yang lain
berupa Alokast Dana Kampung yang berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) yang dipergunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap Aparat
Pemerintah Kampung, tnjangan Badan Musyawarah Kampung dan
Insentif Bagi RW/RT dan Linmas serta Operasional Perkantoran,
disamping itu ada juga dana prospek yang berasal dari pemerintah
Provinsi Papua, dana prospek tersebut dimanfaatkan secara khusus untuk
pembangunan ekonomi masyarakat, bukan untuk pembangunan fisik.

Dana prospek yang diajukan pada tahun 2015 akan digunakan pada tahun
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2016 dan berlaku seterusnya. Pendapat senada juga diungkapkan oleh
ketua BAMUSKAM, bendahara, sekretaris distrik Windesi, dan Asisten
Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kemudian dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana,
Kampung Asai memiliki balai kampung, kendaraan roda dua, laptop,
printer, generator, dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis,
keberadaan sarana dan prasarana sangat menunjang realisasi dana
kampung. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kampung Asai.

“Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran

kerja di kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan
roda dua, laptop, printer, generator dil”

Di sisi lain, selain sarana dan prasarana pendukung di atas, ada
beberapa kendala yang mungkin dapat menghambat implementasi
kebijakan. Diantaranya adalah fasilitas penerangan (listrik) dan belum
adanya sarana transportasi reguler dari kampung ke kabupaten/kota. Hal
ini sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
(TA.PSD) program P3MD dalam wawancara dengan penulis sebagai
berikut :

“Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana
Kampung setelah masalah SDM adalah  masalah fasilitas
(sarana-prasarana) pendukung bagi aparat pemerintah kampung
yang masih kurang memadai. Ini mengakibatkan para aparat
pemeriniah kampung lebih banyak menghabiskan waktunya di
kota untuk mengerjakan hal-hal yang mengenai administrasi.
mulai dari fasilitas penerangan (listrik} yang kurang memadai
(fika ada, tidak selalu beroperasi), juga mengenai transportasi
yang jarang / bahkan tidak ada yang reguler antara kampung ke
kabupaten untuk berproses”

Sedangkan terkait sumbangsih masyarakat kampung hingga saat

ini dinilai belum secara keseluruhan masyarakat memiliki kesadaran
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yang tinggt untuk menerima pembangunan yang bertujuan untuk
kebaikan masyarakat setempat. Sebagai conioh material kayu, batu dan
pasir yang tidak terpakai namun masih layak digunakan masih harus
dibayar oleh pengelola dana.

¢. Hubungan Antar Qrganisasi

Ada banyak program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan
koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suvatu
program. Menurut pendapat Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
(TA.PSD) program P3MD, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam
realisasi dana kampung adalah
1) Pemerintah Pusat (Kementerian terkait)

2) Pemerintah Propinsi

3) Pemerintah Kabupaten

4) Pemerintah Kampung (Kepala Desa)

5) BPD

6) Kepala Dusun

7} Peranghat Desa

8) Unsur LMD

9) Unsur Kelembagaan Desa
10) Pendamping Desa (TA, PD, PLD)
11} Pihak ketiga (kontraktor/swasta)
12) Suplier (Pihak Toko)

Seluruh pihak yang disebutkan di atas memiliki peran masing-
masing dimana peran tersebut diarahkan untuk mensukseskan realisasi
dana kampung. Peran-peran tersebut diantaranya adalah peran pelaksana,
pengawasan, dan mengontrol proses pencairan hingga pelaporan.
Semnakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin banyak

komunikasi hierarkis yang terjalin dan hubungan kemitraan antara

pemerintah, swasta, dan masyarakat akan semakin erat. Hal imi
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sebagaimana diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar
(TA.PSD) program P3MD dalam wawancara dengan penulis sebagai
berikut :

“Pola Hubungawkerja sama vang terjalin antara pihak terkait/
yang terlibat dalam implementasi dana kampung secara umum
sangat luas, namun jika bisa dipersempit ke beberapa pola
sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang dilakukan
berdasarkan peran wilayaW posisi / kedudukan (jabatan). 2. Pola
hubungan yang berbentuk “kemitraan” yang pada hakekat nya
dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari
berbagai pihak, baik secara individual atau kelompok. Kemitraan
juga merupakan kerja sama formal antara antara individu-
individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk
mencapai  suatu fujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga
merupakan suatu upaya kolaborasi antara pemerintah, swasta
dan masyarakat itu sendiri yang tferus menerus guna mencapai
tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan dengan
adanya komitmen bersama” '

Jalinan kega sama tersebut telah berjalan baik dan berdampak
positif bagi kelancaran proses pembangunan di Kampung Asai. Namun
sist negatif yang mungkin muncul di masa mendatang adalah adanya
penyalahgunaan Dana Kampung untuk memperkaya pihak-pihak tertentu
meskipun bal tersebut belum terjadi hingga saat ini. Sebagaimana
diungkapkan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kampung
(TA.PMD) program P3MD

“Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai

korelasi adalah dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan

dapat memecahkan permasalahan yang ada, sehingga
implementasi dan substansi undang-undang desa dapat berjalan
dan sesuai dengan aturan yang ada Negatifnya adalah

kemungkinan masing-masing akan mempertahankan
pendampatnya masing-masing”

Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) program P3MD.

juga menambahkan bahwa:
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“Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan keja sama tersebut
secara positif salah satunya adalah saling menunjang satu
dengan vang lainnya juga meningkatkan koordinasi dan
komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan kepercayaan
masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek
pembangunan guno mencapai 1ujuan kemitraan tersebut. Namun
tidak dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badan Pengelola
yang belum efektif, tidak banyak pendonor yang memberi respon.
Atau sisi negatif-nya adalah masih adanya penyalahgunaan
kepercayaan yang telah dibangun dan penyalahgunaan
kewenangan oleh salah satu mitra yang terkait”

Dari selurub hasil wawancara di atas dapat disimpulkan hubungan
kerja sama dan kemitraan antar pihak yang terlibat dalam pembangunan
Kampung Asai memberikan dampak positif, utamanya dalam hal
komuntkasi dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan dana kampung akan berjalan semakin baik jika ada sinergi
positif antara organisasi yang berkepentingan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Permasalahan yang muncul hampir di seluruh kampung adalah
penggunaan dana mayoritas untuk operasional aparatur desa. Pada aturan
yvang berlaku adalah maksimal sebesar 30%. Pada konteks penggunaan
dana di Kampung Asai, penggunaanya juga melebihi batas maksimal.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bendahara Kampung Asai.

“Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai

adalah Rp. 600.195.638,- dan yang digunakan untuk menunjang
operasional pemerintah kampung adalah sebesar 53,84%".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, besaran dana kampung
yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah Kampung Asai
adalah sebesar 53,84% dan nilai tersebut terlampau besar dan memiliki
potensi penyelewengan. Potensi ini disadari oleh seluruh pemangku

kebijakan, utamanya dalam penetapan harga. Hal ini sebagaimana
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diungkapkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengungkapkan bahwa
“Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewengan
pasti ada bukan hanya kampung asai tapi semua kampung di
Kabupaten Kepulauan Yapen, penyelewengan bisa terjadi dalam
penetapan harga barang karena pemerintah daerah belum
menetapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemerintah

kampung, sehingga terjadi penetapan harga yang bervariasi
antara kampung yang satu dengan kampung yang lain”.

Namun di sisi lain, pendapat di atas disanggah oleh pengelola
dana kampung Kampung Asai yang menjelaskan bahwa masalah yang
sebenarnya terjadi adalah pergeseran dalam belanja sebagaimana yang
dijelaskan oleh Kepala Kampung Asai berikut in.

“Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan

penyelewengan anggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi

dalam evaluasi penggunaan anggaran masih terjadi ergeseran
dalam belanja sebagai contoh dalam belanja operasional
perkantoran, ATK di dalam APBK nilainya 4 juta namun dalam

pembelanjaan mencapai 6 juta sehingga mempengaruhi nilai
belanja yang lainnya”.

Dari seluruh hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
agen pelaksana belum mampu mengalokasikan anggaran dengan benar
dan berpotensi melakukan penyelewengan yang merugikan banyak pihak
di masa mendatang. Artinya karaktenstik agen pelaksana di Kampung
Asai pada saat ini adalah penghambat keberhasilan implementasi
kebijakan dana kampung.

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Para pemangku kepentingan, baik para aparatur desa maupun
masyarakat umum secara nyata mendukung dan berkontribusi aktif
dalam realisasi pembangunan di Kampung Asai. Hal im1 sebagaimana

diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM Kampung Asai berikut im.
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“Sumbangsih pikiran terhadap pembangunan di kampung asai
sangai nyata terbukti dengan kerfa sama yang baik oleh aparat
kampung asai sehingga semua program yang direncanakan di
kampung asai dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyala
terbukii dengan kerja sama yang baik oleh masyarakat kampung
asai sehingga semua program yang direncanakan di kampung
asai dapat berjalan dengan baik”.

Berdasarkan pengamatan dari kondisi ekonomi, sejauh ini
pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan pengelola
belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program kegiatan di
Kampung Asai.

f. Disposisi Implementator

Program kegiatan di Kampung Asai dijalankan oleh para
pengelola dana kampung telah bekerja secara maksimal. Namun masih
ada masalah, yaitu belum adanya tenaga teknis yang mampu untuk
menyelesaikan segala yang berhubungan dengan urusan administratif..
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kampung

“program kegiatan di kampung asai dijalankan, para pengelola

baik kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja

secara maksimal namun yang menjadi kendala adalah belum
adanya tenaga teknis yang mampu untuk menyelesaikan segala
hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban penggunaan

dana dana kampung” (hasil wawancara dengan Kepala Kampung
Asai)

Jika ditinjau dari tingkat pemahaman, secara umum pengelola
dana dana kampung telah memahami bahwa pengelolaan dana bertujuan
untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh pembangunan rumah
tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat memiliki rumah
tinggal yang layak huni dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi

ibu hamil, anak bayi dan balita yang bertujuan untuk meningkatkan
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kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang baik bagi
keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAMUSKAM
Kampung Asai berikut ini.

“Pada wmumnya pengelola dana Dana Kampung telah

memahami  pengelolaan dana  yang  bertujuan  untuk
Meninghatkan kesejahteraan masyarakat kampung .

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan disposisi
implementator dana kampung di kampung Asai telah menunjukkan
semangat yang tinggi dan pemahaman yang positif terkait dengan dana
kampung. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi implementator yang
positif akan mendukung kesuksesan implementasi kebijakan dana

kampung.

C. Pembahasan

Besarnya anggaran dana kampung yang dialokasikan untuk Kampung
Asai pada tahun 2015 dan 2016 telah mampu diserap dengan baik. Di buktikan
dengan besaran anggaran belanja tidak jauh berbeda dengan besaran anggaran
pendapatan yang diperoleh. Belanja desa dialokasikan pada heberapa sektor,
yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan fisik,
bidang pembinaan kemasyarakatan untuk pembangunan sosial budaya
masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan
ekonomi. Menurut hasil penelitian sebesar 53,84% dari dana kampung
digunakan untuk operasional aparatur kampung, sedangkan sisanya digunakan
untuk pembangunan fisik, sosial budaya, dan ekonomi. Seluruh program
kegiatan pada tahun anggaran telah mampu diselesaikan dengan baik dan di

apresiasi, namun penulis memilai bahwa penggunaan dana lebih dari setengah
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dana kampung untuk operasional aparatur kampung adalah suatu pemborosan
vang tidak tepat penggunaan.

Menurut Edwards dalam Nawawi (2009), empat variabel yang berperan
penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, vyaitu: (1)
komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Pada
konteks implementasi kebijakan dana kampung di Kampung Asai Distrik
Windesi, keempat aspek tersebut telah di sinergikan dengan baik sehingga
dapat dikatakan bahwa kebijakan dana kampung telah terimplementasi dengan
baik. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan
para informan, mekanisme yang berjalan sebelum pengalokasian dana
kampung adalah pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK)
oleh pengelola yang kemudian di musyawarahkan melalui Musyawarah
Rencana Pembangunan Kampung (MUSREMBANG) dan akhimya diperoleh
kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan untuk satu tahun anggaran.
Berdasarkan pengamatan penulis, keputusan tentang prioritas kegiatan tidak
didasarkan pada analisis mendalam tentang kondisi yang berkembang di
Kampung Asai maupun aspek sosio-ekonomi lainnya, maupun lebih
didasarkan pada kemampuan pengelola dalam melaksanakan kegiatan.

Setelah rumusan prioritas kegiatan telah disahkan, maka pengelola akan
melakukan proses pembangunan secara bertahap sebagaimana telah
direncanakan. Pada praktiknya, terdapat kegiatan diluar rencana yang
dilakukan oleh pengelola, seperti pemberian bantuan semen untuk
pembangunan gerejé dan pembuatan pipa air bersih di puskesmas pembantu.

Menurut penulis, improvisasi yang dilakukan oleh pengelola patut di apresiasi
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karena mampu melihat kondisi lingkungan dengan baik. Bantuan untuk gereja
dan puskesmas pembantu secara langsung akan memperlancar kegiatan
peribadatan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pembangunan kampung yang telah direalisasikan memberikan manfaat
yang besar bagi masyarakat, utamanya dalam meningkatkan taraf hidup.
Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan, pembangunan fisik yang telah
berjalan adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang
mampu, pembangunan jalan rabat beton, dan pcmbuatan MCK yang layak.
Kemudian dari pengadaan prasarana, pembelian motor tempel sebagai alat
penunjang transportasi dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke
kota, memuat hasil dagangan dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik
yang dibasilkan adalah pemberian dana penunjang kegiatan Tim Penggerak
PKK, kepemudaan, dan kader posyandu. Merujuk pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2015 yang memproritaskan Dana Kampung untuk
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, output yang dihasilkan
dari realisasi dana kampung di Kampung Asai telah sesuai dengan aturan
terscbut.

Praktik pengelolaan dana kampung di Kampung Asat juga turut
mewujudkan harapan pemerintah Provinsi Papua yang berusaha mencirikan
kegiatan pembangunan pasca otonomi khusus tahun 2001 yang melibatkan
partisipasi aktif masyarakat. Pengelola dana kampung yang mengedepankan

sikap kekeluargaan dan adanya transparansi mendorong inasyarakat untuk
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berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan kampung, termasuk di
dalamnya kaum adat, agama, dan perempuan.

Lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi implementasi dana kampung
untuk pembangunan kampung Asai adalah (1) adanya standar dan sasaran
kebijjakan yang jelas dan terukur, serta disosialisasikan dengan baik kepada
masyarakat, (2) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana
prasarana, sedangkan dan sisi SDM masih membutuhkan banyak perbaikan,
utamanya dalam masalah LPJ (3) terjalin kerja sama yang baik antar organisasi
pemerintahan di setiap level nya, (4) agen pelaksana yang kurang konsisten dan
berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik, (5)
kondisi sosial dan polittk yang saling mendukung, dan (6) disposisi
implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi dana

kampung.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,
maka kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Implementas: kebijakan dana kampung untuk pembangunan kampung Asai
dinilai telah terealisasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebanyak 53,84% dari dana kampung digunakan untuk operasional aparatur
kampung, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan fisik, sosial
budaya, dan ekonomi.

2. Ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana
kampung untuk pembangunan kampung Asai, yaitu (a) adanya standar dan
sasaran kebijakan yang jelas dan terukur, seria telah disosialisasikan dengan
baik, (b) tersedianya sumber daya, terutama permodalan dan sarana
prasarana, sedangkan dari sisi SDM masth membutubkan banyak perbaikan,
utamanya dalam masalah LPJ (c¢) terjalin kerja sama yang baik antar
organisasi pemerintahan, {(d) agen pelaksana yang kurang konsisten dan
berpotensi untuk melakukan penyelewengan jika tidak diawasi dengan baik,
(e) kondisi sosial dan politik yang saling mendukung, dan (f) disposisi
implementator yang sangat baik dan pemahaman positif tentang urgensi

dana kampung.

104
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B. Saran
Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis
sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Kampung sebaiknya lebih diperioritaskan pada pembangunan
ckonomi masyarakat kampung dan perbaikan fasilitas kampung dalam
bidang pembangunan, disamping itu perlu ada perhatian serius pemerintah
daerah mengenai standarisasi Barang dan Jasa khususnya mengenai upah
tenaga buruh pikul.

2. Guna memastikan akuntabilitas laporan perianggung jawaban pengelolaan
dana kampung di kampung Asai dan menghindari keterlambatan pelaporan,
diharapkan bagi pemerintah aparatur desa untuk membenkan pelatihan
khusus dan pendampingan bagi pengelola atau menambahkan tenaga teknis
yang mampu mengelola pelaporan dengan baik.

3. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan dana
kampung tidak hanya terhadap aparatur desa, namun kepada masyarakat
luas agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari kebijakan
tersebut serta ikut mengawasi jalannya kebijakan dana kampung sesuai
dengan ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran
pada masyarakat bahwa dana kampung bukan untuk kepentingan

pemerintah desa namun untuk kepentingan masyarakat secara umum.
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Lampiran | Panduan Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG TERHADAP
PEMBANGUNAN KAMPUNG (STUDI KASUS PADA KAMPUNG ASAI
DISTRIK WINDESI PERIODE 2015-2016)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG

Proses Implementasi Kebijakan

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung Asai? Bagaimana struktur
organisasinya?

2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung
Asai? Siapa yang merencanakan?

3. Apakah hal tersebut berkaitan langsung dengan pencairan dana dana kampung?

4. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai?
Manakah yang paling diprioritaskan?

5. Seberapa besar kesesuvaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya?

6. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari vang telah direncanakan?
Jika ada sebutkan dan jelaskan.

7. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi dana kampung?

8. Apakah laporan terkait diserahkan tcpat dengan waktu yang telah ditentukan?

Pencapaian Tujuan Kebijakan :

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan? Jelaskan

2. Apu saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun
non fisik

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, Kerja

lapangan, pengawasan dil)
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4. Jika tidak ada, siapakah pelaksana dana kampung di lapangan dan bagaimana

pertanggungjawabannya?

hy

. Siapakah yang bertanggung jawab sebagar pengawas selama proses realisasi
dana kampung di lapangan?
6. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung? (aktif/pasif
di)
7. Bagaimana strategi pelaksana dana kampung untuk mendapatkan dukungan
dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif?

8. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di kampung Asai

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya
prosedur yang harus dilakukan?

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah
Anda?

Sumber daya

1. Bagatmana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah Anda?

2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di
wilayah Anda?
a. Pendidikan
b. Kecakapan (kompetensi)
c. Pengalaman
d. Keadmimsirasian

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai?

4. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk

pembangunan kampung Asai?
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5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna
mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut? (contoh: kantor desa,
kendaraan, ATK dll)

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekilar dalam pelaksanaan
DANA KAMPUNG? (materiil dan non materiil)

Hubungan antar Organisasi

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?

2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau
negatif)

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional
pemerintahan desa?

2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana dana kampung oleh oknum
pengelola?

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di
kampung Asai menggunakan dana kampung?

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di
kampung Asai menggunakan dana kampung?

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di
kampung Asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih
dipnioritaskan?

Disposisi implementator

1. Menurut Anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah
bekerja dengan baik dan sepenuh hati?

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana
kampung di wilayahnya? Berikan contohnya
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Lampiran II Hasil Wawancara dengan Kepala Kampung Asai

Nama Informan :  Kundrat Raubia
Jabatan : Kepala Kampung Asai
Dinas/Instansi : Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulazan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1) Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur
organisasinya?
Kepala kampung asai, bamuskam, rk, rt/rw, tokoh masyarakat, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan adalah pengelolah dana

Dana kampung.

2) Bagaimana proses penyusunan rencana kegiatan Dana kampung di kampung
asai? Siapa yang merencanakan ?

» Kepala kampung dan aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan
membahasnya secara bersama — sama pada saat musrenbang di tingkat
kampung.

» Dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Kampung 1 (satu) tahun di
kampung asai selalu mengacu pada rencana pembangunan jangka

menengah kampung (rpjmk)

3) Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana Dana kampung ?
Program kegiatan yang bisa dibiaya oleh dana kampung akan di tandai dan
program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daflar program
kegiatan pada skpd terkait.

4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk Dana kampung di kampung asat ?
Manakah yang paling di prioritaskan ?
Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) program adalah :
1. Tenaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan proritas yang
mendasar di kampung asai;
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2. Rehabilitas mck di kampung asai;
3. Talud pantai sepanjang 800 meter di kampung asai.
4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH)

kampung asai

5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dana kampung dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya ?
Penyusunan rencana Dana kampung berbeda atau belum sesuai dengan hasil
kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan rkp, rapbk masih
menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada program kegiatan
yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di akomodir dalam

pembelanjaan kampung.

6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?
Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang
tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung Asai (RKPK),
diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pcmbangunan
gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu

{pustu).

7) Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi Dana kampung ?
Setelah pencairan dana Dana kampung di kabupaten, penanggung jawab
dalam hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk
membicarakan rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang

dicairkan.

8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?
Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan
dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau
terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak
pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat.
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PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

I. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan ?
Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat
apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat
sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi Dapa kampung ? Baik fisik
maupun non fisik

a) Fisik
¢ Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck.

b) Non fisik
» Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang

kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di
kampung asai dalam menjalangkan program pemberian makanan
tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan baliia.

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya

telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara

langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai
contoh di kampung asai adalah :

1) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk
pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim
bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada
tahun lalu.

2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik
seragam yang dapat digunakan untuk menghadin acara — acara resmi pkk

di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten
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3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan (misal: musyawarah, kerja
lapangan, pengawasan dll)

Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah,
pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di

kampung asai

4. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?
Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam
mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu)

tahun anggaran.

5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan
dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif 7
Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi
masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap
kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah
kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif
sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati
oleh masyarakat.

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di kampung
asai?

Kendala — kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di

kampung asai antara lain :

1. Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa
kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau
menuntut bayar dengan alasan yang tepat.

2. Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi
pembangunan rumah, masih ada yang menuntut ongkos muat dengan

alasan material non lokal yang terlalu banyak.
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3. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa
yang telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung

Jawaban.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN

SASARAN KEBLJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung menunjukan adanya
prosedur yang harus dilakukan ?
Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113
tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasal 19.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?
Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten keplilauan yapen telah
melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung,
schingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam
penyampaian laporan spj.

SUMBER DAYA
1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?
Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan
pengelola Dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana
menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus
untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam
pengelolaan Dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang
diharapkan dapat berjalan dengan baik.
2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah
ada ?
a. Pendidikan
Pengelola dana kampung di kampung asai rata? berpendidikan paling
rendah adalah smp dan sma.
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b. Pengalaman
Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran
dalam kerja.
c. Administrasi
Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan
baik.
3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah
mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu
5 (lima} tahun yang sudah di muat dalam rpjni-kampung.
4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk
pembangunan kampung asai ?
Selam Dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh
pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek.
5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung
realisasi Dana kampung di wilayah tersebut ?
Fasilitas yang sckarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di
kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer,
generator dil.
6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan
dana kampung?
Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat
memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan
untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan

pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di kampung asai bersama dengan pengelola lokal ?

¢ Pemerintah distrik windesi
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2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
s Pemernntah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung
dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontro! proses pencairan

s/d pelaporan.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dari dana Dana kampung yang digunakan untuk operasional
pemerintah desa?
Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah rp.
600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah
kampung adalah sebesar 53,84 %.

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum
pengelola?
Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan
aggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan
anggaran masih terjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam
belanja operasional perkantoran, atk di dalam apbk nilainya 4.juta namun
dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja

yang lainnya.

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata
terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga
semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang
diharapkan.
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2. Sejauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan
kerjasama yang baik olch masyarakat kampung asai sehingga semua program

yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di
kampung asa1i sudah tepat dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih
diprioritaskan
Sejauh i pengalokasian Dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan
pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program
kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung asai telah
bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik
kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal
namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang marmpu
untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung
jawaban penggunaan dana dana kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana
kampung di wilayahnya ? Benikan contoh
Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan
dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebagai contoh :
» Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat
memiliki rumabh tinggal yang layak huni.
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Lampiran IIT Hasil Wawancara dengan Ketua Bamuskam Asaij

Nama Informan : Benyamin Puari
Jabatan :  Ketua Bamuskam Asai
Dinas/Instansi :  Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur
organisasinya?
Kepala kampung asai, aparat kampung dan pemangku kepentimgan lainnya di

kampung asai adalah pengelola dana kampung.

2. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana dana kampung ?
Program kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana kampung akan di tandai dan
program kegiatan dalam skala menengah akan menjadi daftar program
kegiatan pada skpd terkait.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung asai ?

Manakah yang paling di prioritaskan ? |
Di kampung asai telah ditentukan 4(empat) program adalah :

a. Tenaga guru, tenaga medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang

mendasar di kampung asai;

b. Rehabilitasi mck di kampung asai;

¢. Talud pantai sepanjang 800 meter di kampung asat.

d. Pembangunan pembangkit listrik tenaga micro hidro (pltmh) kampnng asai

4, Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?
Realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang tidak
di akomodir dalam Rencana kerja Pemerintah Kampung asai (rkpk),
diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan
gedung gereja dan penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas

pembantu (pustu).
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5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi dana kampung ?
Setelah pencairan dana dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam
hal ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan

rencana kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan.

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan ?
Dalam realisasi anggaran 1 (satu) tahun di kampung asai telah mendapat
apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat
sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dar realisasi dana kampung ? Baik fisik
maupun non fisik
a. Fisik
e Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan mck.
b. Non fisik
¢ Pemberian dana penunjang kegiatan tim pengerak pkk, dana penunjang
kegiatan kepemudaan, dana penunjang bagi kader posyandu di
kampung asai dalam menjalangkan program pemberian makanan
tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita.
Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya
telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara
langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai
contoh di kampung asai adalah :

1) Penunjang kcgiatan  kepemudasn dana dapat digunakan untuk
pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim
bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada
tahun lalu.
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2) Penunjang kegiatan pkk dapat digunakan untuk mengukur baju batik
seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara — acara resmi pkk

di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten.

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan
Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah,
pengawasan dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan Dana kampung di

kampung asai

4. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?
Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam
mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu)

tahun anggaran.

5. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan
dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?
Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi
masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap
kekeluargaan dalam hidup bergotong royong, serta transparansi pemeriniah
kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif
sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati
oleh masyarakat.

6. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung
Asai?
Kendala — kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di
kampung asai antara laip :
a. Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa
kayu, batu, pasir dll. Pemilik masih menuntut untuk ganti rugi atau

menuntut bayar dengan alasan yang tepat.
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b. Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi
pembangunan rumah, masih ada yang menuntuk ongkos muat dengan alasan
material non lokal yang terlalu banyak.

¢. Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa yang
telah di sepakati bersama sehingga berpengaruh laporan pertanggung

jawaban.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN
SASARAN KEBIJAKAN
1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukan adanya
prosedur yang harus dilakukan ?
Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagni 113

tahun 2014 bab iv pasal 12 sampai dengan pasal 19.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana
kampung tersebut, batk yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?
Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah
melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung,
sechingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam

penyampaian laporan spj.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemtilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?
Dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan
pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana
mencntukan orang di kampung terscbut yang memiliki kemampuan khusus
untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam
pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang

diharapkan dapat berjalan dengan baik.
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2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas sdm pengelola dana kampung di wilayah
ada ?
a. Pendidikan
Pengelola Dana kampung di kampung asai rata? berpendidikan paling
rendah adalah smp dan sma.

b. Pengalaman
Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran
dalam kerja.

¢. Administrasi
Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan

baik.

3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah
mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu
5 (lima) tahun yang sudah di muat dalam rpjm-kampung.

4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk
pembangunan kampung asai 7
Sclain Dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan olch

pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu prospek.

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung
realisasi dana kampung di wilayah tersebut ?
Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di
kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer,

generator dll.
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6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan
dana kampung?
Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat
memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan
untuk kebaikan masyarakat setempat. Sebagai contoh material kayu, batu dan

pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISAS!}
1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di kampung asai bersama dengan pengeiola lokal ?
e Pemenntah distrik windesi
2. Bagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
¢ Pemerintah distrik setempat selaku pihak yang terlibat secara langsung
dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan

s/d pelaporan.

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dan dana dana kampung yang digunakan untuk operasional
pemerintah desa?
Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp.
600.195.658,- dan yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintah
kampung adalah sebesar 53,84 %.

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana dana kampung oleh oknum
pengelola?
Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temnkan penyelewengan
aggaran oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan
anggaran masih terjadi pengeseran dalam belanja sebagai contoh dalam
belanja operasional perkantoran, atk di dalam APBK nilainya 4.juta namun
dalam pembelanjaan mencapail 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja

yang lainnya.
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KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata
terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga
semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang
diharapkan.

2. Sejauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan
kerjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program
yang direncanakan di kampung asat dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di
kampung asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih
dipnioritaskan?

Sejauh imi pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan
pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program
kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di Kampung Asai telah
bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik
kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal
namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga teknis yang mampu
untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung
jawaban penggunaan dana dana kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana
kampung di wilayahnya ? Berikan contoh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



12@351’ 40.pdf

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan

dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh :

¢ Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, sehingga dapat
memiliki rumah tinggal yang layak huni.
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Lampiran IV Hasil Wawancara dengan Sekretaris Distrik Windesi

Nama : Aldius Evanlis Kanggunum, S.Stp
Jabatan : Sekretans Distrik Windesi
Dinas/ instansi : Distrik Windesi

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

I. Siapakah pengelola Dana kampung di kampung asai ? Bagaimana struktur
organisasinya?
Pengelolah Dana kampung di kampung asai adalah kepala kampung, sekretaris
kampung beserta seluruh aparat kampung, bamuskam beserta seluruh anggota
bamuskam, tokoh agama, adat, pemuda dan perempuan dan juga seluruh
komponen masyarakat kampung asai, tentunya pemerintah distrik juga terlibat
karena kampung asai merupakan wilayah yang tidak terlepas dari wilayah
distrik windesi.
Dana kampung sebelum di kelolah atau di gunakan sesuai dengan mekanisme
penggunaannya dimusyawarahkan terlebih dahulu secara terbuka dengan

melibatkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan diatas.

2. Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana kampung ?
Proses penyusunan Dana kampung di kampung asai itu sendini dilandaskan
berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111,
112, 113 114 Tahun 2014, Permendes Nomor 21 Tahun 2015, Peraturan
Menetri Keuangan serta Peraturan Bupati Kepulauan Yapen yang mengatur
tentang penggunaan dana kampung., sebingga proses perencanaan dana
kampung kampung asai di rencanakan dengan melibatkan kepala kampung,
sekretaris kampung beserta perangkat kampung asai, bamuskam, tokoh agama,
adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh prempuan dan unsur sekolah
yang ada di kampung asai beserta pemerintah distrik windesi selaku pengarah

perencanaan agar proses perencanaan dana kampung di kampung asai sesuai
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dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Kampung Asai ?
Manakah yang paling di pnioritaskan ?
Di tahun 2016 kegiatan yang di usulkan dan merupakan prioritas pembangunan
di kampung asai adalah pembangunan rumah masyarakat, pembangunan air
bersih, hal ini di karenakan program kegiatan tersebut sanpat dibutuhkan oleh
masyarakat kampung asai.

4. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?
Pelaksanaan program kegiatan dana kampung pada kampung asai menurut
pandangan kami sudah sangat baik dan tidak mengalami kesenjangan yang
signifikan antara perencanaan yang di rencanakan dengan pembangunan yang
dilaksanakan, hal ini terbukti dari program dan kegiatan yang dilaksanakan
merupakan perencanaan serta kesepakatan bersama masyarakat dengan
pemerintah kampung asai, seperti contohnya pembangunan rumah masyarakat
yang diusulkan kegiatan tersebut itu jupa yang dibangun, sehingga menurut
pemngamatan kami proses perencanaan serta pembangunan di kampung asai
setidaknya sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan didalam undang-
undang tentang dana kampung.

5. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi dana kampung ?
Kampung asai pada tahun 2016 proses pertanggung jawaban dana kampung
yang telah digunakan jika dilihat dari laporan pertanggung jawabannya saya
pikir sudah sangat baik, karena setelah penggunaan kepala kampung beserta
sekretaris kampung dan bendahara langsung menyiapkan laporan pertanggung
jawabannya sesuai juknis yang direkomendasikan dari kabupaten kepulaun
yapen, meski masih terjadi keterlambatan waktu pelaporannya namun secara
keseluruhan sudah sangat baik dilakukan oleh penanggung jawab dana

kampung di kampung asai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1%% 40.pdf

PENCAPAIAN TUJUAN KEGIATAN

I. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan ?
Berbicara maanfaat dari dana kampung kepada masyarakat terutama dalam
penyelenggaraan pemerintah pada tingkat kampung khususnya di kampung
asai saya pikir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, karena
dengan adanya dana kampung im maka proses pembangunan di kampung asai
sangat menunjukan proses peningkatan taraf hidup mulai dar persediaan
perumahan masyarakat sampai pada pembangunan infrastruktur ekonomi dasar
di kampung,
contoh yang paling kongkrit adalah masyarakat dapat membangun rumah yang
layak untuk di huni dari dana kampung ini tanpa harus megeluarkan uang
pribadi, sehingga uang pnbadi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
ekonomi yang lain, selain itu terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
kampung asai, dengan adanya pembangunan rumah dan infrastruktur lainnya
maka tenaga kerja juga dibutuhkan dalam rangka pembangunan tersebut. Maka
sudah barangtentu masyarakat setempat yang dilibatkan dalam proses
pembangunan tersebut. Schingga tenaga kerja ini di honor dan mendapatkan
uang di kampung serta tidak harus bersusah payah ke kota kabupaten untuk

mencari kerja.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? Baik fisik
maupun non fisik
Hasil-hasil dari realisasi dana kampung di kampung asai seperti yang saya
sudah jelaskan di atas secara pembangunan fisik, namun ada pembangunan
juga secara mental, dengan adanya dana kampung ini maka kagiatan pemuda
pemudi baik di bidang seni budaya dan karajinan tangan yang bersifat
tradisional dapat tersalurkan dengan baik, sehingga menguranggi angka
kejahatan di kampung. Pemuda-pemuda di kampung asai dapat menyalurkan
bakat bola kaki melalui kegiatan bola kaki begitu juga kegiain olahraga

lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1%331 40.pdf

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan
Kontribusi BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam pelaksanaan Dana
kampung jika dilihat dari bentuk kegiatan seperti musyawarah, kerja lapangan
dan pengawasan lembaga lembaga desa ini sangat memherikan kontribusi,
karena dari pandangan kami di kampung asai, proses pelaksanaan Dana
kampung itu sendiri merupakan hasi! kerjasama yang baik dari setiap bahkan
seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya lembaga-lembaga desa
ini, hal im dikarenakan jumlah penduduk asai yang tidak terlau banyak
sehingga ketika ada kegiatan maka keterlibatan masyarakat maka didalamnya

sudah terwakili komponen lembaga desa tersebut.

4. Siapakah yang bertanggung jawab scbagai pengawas selama proses realisasi
dana kampung di lapangan?
Pengawas proses Dana kampung pada kempung asai menurut kami jika dilihat
dan didengar dari laporan masyarakat setempat jika ada keganjalan atau
keterlambatan proses pencairan Dana kampung, biasanya nanti ada masyarakat
yang datang ke distrik lalu melaporkan hal tersebut, ini membuktikan bahwa
hampir seluruh warga masyarakat menjadi pengawas secara langsung di

lapangan dalam proses realisasi dana kampung tersebut.

5. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?
Jika dilihat dari jumlah penduduk pada kampung asai yang tidak terlalu banyak
schingga kontribusi dari proses pembangunan yang bersumber dari Dana
kampung hampir sebagian dari warga masyarakat kampung asai. Di satu sisi

warga masyarakat sangat aktif dalam proses pembangunan di kampung asai.

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan
dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?
Dana kampung ini merupakan salah satu sumber pendapatan warga masyarakat

di kampung asai, sehingga strategi yang paling baik untuk membuat pastisipasi
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masyarakat secara aktif bagi pelaksanaan Dana kampung di kampung asai
adalah dengan membuka peivang lapangan kerja bagi para warga masyarakat,

dengan melibatkan secara langsung dalam proses pembangunan.

7. Apakah kendala yang dihadap:i dalam realisasi dana kampung di Kampung
Asai?
Sebenamya kendala yang dihadapi realisasi dana kampung pada kampung asat
adalah proses pertanggung jawaban pelaksanaan dana kampung, karena dalam
pembelnjaan dan pembagunan menurut hemat saya sebagian tidak ada kendala
yang terkendala adalah pembuatan laporan pertanggung jawabannya. Karena
keterlambatan waktu penyerahan laporan akan berdampak besar bagi proses
pencairan dana selanjutnya. Sehingga menurut kami hal itu yang menjadi
kendala dari proses realisasi dana kampung. Selain itu satu hal yang tidak
terlepas juga jarak antara kampung dan ibu kota kabupaten kepulauan yapen
yang perjalanannya harus di tempuh dengan laut dan darat, yang mejadi
kendala jika kondisi laut tidak bersahabat maka proses pembangunan bisa saja
mengalami hambatan akibat kecelakaan laut yang dialami oleh para penggelola

Dana kampung pada kampung asai.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDAR DAN

SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya
prosedur yang harus dilakukan?
Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung sudah barangtentu ada
prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana kampung.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?
Pelaksanaan dana kampung sebelum berjalan terlebih dahulu sudah
dilaksanakan bimtek oleh pemerintah kabupaten kepulanan yapen dengan
mendatangkan penyaji materi dari propinsi paua bahkan dirjen pemenntahan
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desa terkait penggunaan dana kampung, selain itu bagian pemerintahan
kampung pada sekretariat daerah kabupaten kepulanan yapen, kepala bagian
beserta para kasubbag selalu membuka ruang bagi para penanggung jawab
dana kampung bahkan masyarakat kampung asai untuk terus berkoordinasi
terkait pelaksanaan dana kampung, schingga menurut kami pemerintah daerah
sudah sangat membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan dana kampung apa yang harus dan tidak boleh
dilakukan, berkaitan dengan hal itu, pemerintah distrik juga melalui kepala
distrik dan kami selaku sekretaris distrik berserta seluruh pejabat eselon iv dan
staf juga tidak menutup ruang bagi setiap kampung untuk berkoordinasi terkait
pelaksanzan dana kampung tersebut. Disamping itu pula disetiap distrik
ditempatkan pendamping-pendamping kampung yang juga siap memberikan

pendampingan bagi pelaksanaan dana kampung.

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah
Anda?
Penjelasan yang diberikan oleh setiap komponen pemerintah kabupaten
kepulauan yapen, pemerintah distrik, bahkan pendamping kampung sudah
sangat membantu dan tentunya sangat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di
wilayah distrik windest.

SUMBER DAYA

1. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah Anda?
Proses pemilihan pengelola Dana kampung di distrik windesi kita lakukan
berdasarkan struktur organisasi kampung dan para pemangku kepentingan di

tingkat kampung juga dilibatkan sesuai amanat undang-undang desa.

2. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di
wilayah Anda?
Sumber daya manusia pengelolah dana kampung memang masih terbatas,
sehingga dari keterbatasan itu menurut kami mereka masih harus dibekali

dengan ilmu-ilmu bahkan pengetahuan tentang pengelolaan dana kampung.
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Namun di sisi lain pemenntah kabupaten kepulauan yapen melaui bupati
memberikan masukan khusunya bendahara kampung untuk sementara
dikelolah oleh pegawai negen sipil yang berasal dari pemerintah distrik
setempat seperti halnya distrik windesi bendahara kampung asai adalah
pegawai distrik sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan bahkan

pertanggung jawaban keuangan kampung secara baik.

3. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus dipriontaskan dalam pembangunan kampung Asai?
Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan yapen, maka
pemerintah kampung asai dalam proses perencanaan mengikuti arah kebijakan
pemerintah kabupaten kepualavan yapen yang di muat dalam RKPD, sehingga
diharapkan pembangunan di kampung asai tidak terlepas dan apa yang

diharapkan oleh pemerintah kabupaten kepulauan yapen.

4. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk
pembangunan kampung Asai?
Selain Dana kampung ada sumber dana dari apbn yang masuk melalui rekening
kabupaten yaitu dana prospek namun sesuvai dengan petunjuk teknis
pelaksanaan dana prospek tersebut diperuntukan untuk membiayai ekonomi
kemasyarakatan dan bukn untuk pembagunan fisik. Namun dana tersebut baru
dicairkan anggarannya yaitu tahun anggaran 2015 dan penggunaannya ditahun
2016. Schingga pada tahun berjalan ini yaitu 2016 dan masuk tahun 2017
proses pembangunan di kampung sangat bertitik beratkan pada dan kampung.

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna
mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut?
Fasilitas yang dimiliki kampung asai sudah sangat komplit hat ini dibuktikan
dengan adanya kantor desa, kendaraan bermotor roda dua, komputer laptop dan
atk yang di bebankan atau di belnjakan pada tahun 2016. Sehingga dapat

membantu proses pelaksanaan Dana kampung di kampung asai.
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6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan
dana kampung?
Sumbangsih warga masyarakat kampung asai seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya sangat besar terutama dari segi moril yaitu dengan keterlibalan
secara langsung dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di kampung

asai.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?
Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung pada
kampung asai dalah tentunya pemerintah kampung, bmuskam, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokob perempuan dan komponen masyakarat
lainnya, pemenntah distrik windesi dan pemerintah kabupaten kepulauan
yapen dalam hal ini asisten satu sekda dan bagian pemerintahan kampung
skretariat daerah kabupaten kepualavan yapen selain itu juga pihak bank daerah
papua yang mana merupakan komponen terpenting dari proses implementasi

dana kampung pada kampung asai.

2. Bagaimana pola bubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?
Jika dilihat dari proses pencairan dana kampung tahun 2016, yang sudah
berjalan dengn sangat baik mulai dari proses perencanan, pencairan sampai
pada proses pembangunan dan pertanggung jawaban, maka kesemuannya itu
dapat berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari koordinasi serta peran
pihak-pihak yang sudah di sebutkan pada point 1 di atas. Dan sudah tentunya
ada koordinasi serta hubungan kerja yang terjalin antar semua pihak sehingga

proses implementasi Dana kampung dapat berjalan dengan baik.

3. Apakah efek yang dibasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan
Efek yang dihasilkan menurut kami dari hubungan baik tersebut antara pibak-
pihak tersebut, tentunya banyak sisi positifnya yaitu proses pembangunan di
kampung asai dapat berjalan dengan baik. Namun di sisi negatifnya di takutkan
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ada kerja sama yang mengakibatkan penyalahgunaan dana kampung dapat di
scmbunyikan dan di atur dengan baik untuk memperkaya pihak-pihak terentu.
Namun dalam pelaksanaannya tahun anggaran 2016 tidak terdapat hal-hal
negatif yang ditakukan terjadi namun lebih dari itu hal positif dari proses
impelmentasi dana kampung dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat

kampung asai.
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Lampiran V Hasil Wawancara dengan Bendahara Kampung Asai

Narna Informan : Anton Maniamboy, ST
Jabatan : Bendahara Kampung Asai
Dinas/Instansi : Kantor Distrik Windesi Kab. Kepulauan Yapen

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1) Siapakah pengelola dana kampung di Kampung Asai ? Bagaimana struktur
organisasinya?
Pengelola dana kampung dikampung asai adalah Kepala Kampung Selaku
Pengguna Anggaran dan Sekretaris Kampung Selaku pelaksana program
kegiatan di kampung asai, namun dalam struktur pengawasan pembangunan
semua pemangku kepentingan di kampung asai, baik Bamuskam RK, RT/RW,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh
Perempuan dilibatkan secara langsung pada saat penggalian pagasan hingga
sampai menentukan kegiatan yang akan di programkan dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

2) Bagaimana Proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di Kampung

Asai? Siapa yang merencanakan ?

» Kepala Kampung Asai dan Aparat menyusun daftar usulan kegiatan dan
membahasnya secara bersama — sama pada saat musrenbang di tingkat
kampung.

» Dalam menyusun Rencana kerja Pemerintah Kampung 1 (satu) tahun di
kampung asai selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kampung (RPJMK)}

3) Apakah hal tersebut berkaitan dengan pencairan dana dana kampung ?
Dalam kaitannya seluruh keputusan bersama yang telah diperkaya pada saat
musrenbang tingkat kampung asai akan dikaji sehingga, program kegiatan
yang bisa dibiaya oleh dana kampung akan di tandai dan program kegiatan
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dalam skala menengah akan menjadi daftar program kegiatan pada SKPD

terkait.

4) Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di Kampung Asai ?
manakah yang paling di prioritaskan ?

D1 Kampung Asai telah ditentukan 8 (delapan)program kegiatan namun yang

menjadi prioritas utama dalam pembangunan terdapat 5 (lima) program

adalah:

1. Pembangunan Rumah Layak Hum yang di targetkan tahun 2021
masyarakat di kampung asai pada umumnya sudah memiliki rumah sendiri
yang bersumber dari dana dana kampung;

2. Tenaga Guru, Tenaga Medis masih menjadi kebutuhan prioritas yang
mendasar di kampung asai;

3. Rehabilitas MCK di Kampung Asai;

4. Talud Pantai Sepanjang 800 Meter di Kampung Asaj.

5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH)
Kampung Asai

5) Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya ?
Kadang dalam penyusunan rencana dana kampung berbeda atau belum sesuai
dengan hasil kesepakatan bersama di karenakan dalam penyusunan RKP,
RAPBK masih menjadi keputusan sepihak sebagai contoh tahun 2015 ada
program kegiatan yang bukan menjadi kesepakatan bersama di kampung itu di
akomodir dalam pembelanjaan kampung.

6) Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?
Pada realisasi penggunaan dana di kampung asai, ada terdapat kegiatan yang
tidak di akomodir dalam Rencana kerja Pemenntah Kampung Asai (RKPK),
diantaranya sumbangan belanja bahan bangunan (semen) bagi pembangunan
gedung gereja, penambahan jaringan pipa air bersih ke puskesmas pembantu
{pustu).
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7) Apakah penmanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi dana kampung ?
Setelah pencairan dana kampung di kabupaten, penanggung jawab dalam hal
ini kepala kampung asai membuat rapat bersama untuk membicarakan rencana

kerja yang disesuaikan dengan tahapan anggaran yang dicairkan.

8) Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?
Dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kadang di sesuaikan
dengan realisasi program kegiatan yang dikerjakan di tingkat kampung, kalau
terdapat pekerjaan yang belum terealisasi dengan baik maka akan berdampak
pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat.

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
memberikan pelayanan ?
Dalam realisasi anggaran 1 (satu} tahun di kampung asai telah mendapat
apresiasi yang baik karena seluruh kegiatan yang dijalankan telah tepat
sasaran, namun seringkali dijumpai ketidakpuasan masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah kampung yang belum maksimal.

2. Apa saja yang telah dihasilkan dari realisasi dana kampung ? baik fisik
maupun non fisik
a) Fisik
e Hasil fisik yang sekarang telah dirasakan di kampung asai yaitu
penggadaan motor tempel yang menjadi alat penunjang transportasi
yang mempermudah masyarakat dalam pengurusan ke kota, memuat
hasil dagangan dan lain sebagainya
¢ Pembangunan rumah layak huni, jalan rabat beton dan MCK.
b) Non Fisik
e Pemberian dana penunjang kegiatan Tim Pengerak PKK, Dana
Penunjang Kegiatan Kepemudaan, Dana Penunjang bagi kader
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posyandu di Kampung Asai dalam menjalangkan program pemberian
makanan tambahan bagi ibu hamil, anak bayi dan balita.

Anggaran yang diturunkan langsung pada kampung asai dalam realisasinya

telah diperuntukan sesuai dengan pos kegiatan di tingkat kampung secara

langsung sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung sebagai
contoh di kampung asai adalah :

1} Penunjang kegiatan kader di kampung asai serahkan langsung dalam
bentuk dana sehingga dalam menjalangkan kegiatan Pemberian Makanan
tambahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dibarapkan oleh
masyarakat pada wmumnya.

2) Penunjang kegiatan kepemudaan dana dapat digunakan untuk
pemeliharaan lapangan volley, lapangan bola kaki, pengadaan baju tim
bola dan penunjang kegiatan selama mengikuti kegiatan bupati cap pada
tahun lalu.

3) Penunjang kegiatan PKK dapat digunakan untuk mengukur baju batik
seragam yang dapat digunakan untuk menghadiri acara — acara resmi PKK
di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten.

4) Dana penunjang kegiatan kelembagaan adat di kampung asa1

3. Apakah ada kontribusi dari BPD, LPMD atau lembaga desa lainnya dalam
pelaksanaan dana kampung? Jika ada jelaskan
Sampai sekarang belum ada kontribusi pikiran ataupun musyawarah,
pengawasan dan pihak lain terkait denpgan pelaksanaan dana kampung di

kampung asai

4. Siapakah yang bertanggung jawab sebagai pengawas selama proses realisasi
dana kampung di lapangan ?
Dalam pelaksanaan kegiatan di kampung asai, baik mulai dari pengurusan
pencarian dana di kabupaten sampai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di
kampung menjadi tanggung jawab penuh pemenntzh kampung asai dalam

mengawasi proses kelancaran realisasi belanja.
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5. Bagaimana konstribusi masyarakat dalam kegiatan dana kampung?
Masyarakat pada umumnya di kampung asai sangat berperan aktif dalam
mendukung semua kegiatan yang selama ini di programkan selama 1 (satu)

tahun anggaran.

6. Bagaimana strategi pelaksanaan dana kampung untuk mendapatkan dukungan
dan masyarakat mau berpartisipasi secara aktif ?
Sebagai wujud keberhasilan pembangunan di kampung asai adalah partisipasi
masyarakat yang selama ini berperan aktif dengan mengedepankan sikap
kekeluargaan dalam hidup bergotong royong. Dan transparansi pemerintah
kampung dalam menyampaikan setiap program yang berdampak positif
sehingga setiap program yang akan turun secara bertahap nanti akan dinikmati

oleh masyarakat.

7. Apakah kendala yang dibadapi dalam realisasi dana kampung di Kampung

Asai ?

Kendala — kendala yang dihadapan dalam menjalankan program kegiatan di

kampung asai antara lain :

1) Dalam pengadaan bahan bangunan rumah (material lokal) berupa berupa
kayu, batu, pasir dll. Pemilik masth menuntut untuk ganti rugi atan
menuntut bayar dengan alasan yang tepat.

2) Tenaga bongkar muat barang non lokal di perahu hingga sampai ke lokasi
pembangunan rumah, masih ada yang menuntuk ongkos muat dengan
alasan material non lokal yang terlalu banyak.

3) Kadang Kerja di lapangan berbeda dengan apa yang telah disepakati
bersama dalam penyusunan RPJMK, RKPK dan APBK yang dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4) Pembelanjaan material non lokal dan lokal kadang terlampau dari apa
yang telah di sepakati bersama schingga berpengaruh laporan pertanggung

jawaban.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



144, 40.pdf

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STANDARD DAN

SASARAN KEBIJAKAN

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukan adanya
prosedur yang harus dilakukan ?
Dalam pengajuan dan pelaporan tentu akan mengaju pada permendagri 113
Tahun 2014 Bab IV Pasal 12 sampai dengan pasal 19.

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan ?
Dalam penggunaan anggaran sejauh ini di kabupaten kepulauan yapen telah
melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan anggaran di tingkat kampung,
schingga telah mempermudah pengelola di tingkat kampung dalam
penyampaian laporan SPJ.

SUMBER DAYA

I. Bagaimana proses pemilihan pengelola dana kampung di wilayah anda ?
dalam proses pemilihan yang dilakukan di kampung asai menyangkut dengan
pengelola dana kampung, tentunya di pilih dalam satu rapat resmi yang mana
menentukan orang di kampung tersebut yang memiliki kemampuan khusus
untuk bersama-sama mendampingi kepala kampung dan aparat dalam
pengelolaan dana kampung di kampung asai, sehingga seluruh proses yang

diharapkan dapat berjalan dengan baik.

2. Menurut anda, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung di
wilayah ada ?
a. Pendidikan
Pengelola dana kampung di kampung Asai rata? berpendidikan paling
rendah adalah SMP dan SMA.
b. Kecakapan
Memiliki wawasan yang baik dalam mengambil suatu keputusan yang tidak

merugikan sesama.
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c. Pengalaman
Memiliki pengalaman yang cukup baik sehingga mempermudah kelancaran
dalam kena.

d. Administrasi
Dalam penataan administrasi pencairan hingga pelaporan tersusun dengan
baik.

3. Apakah pengeloka dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung asai ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, pengelola telah
mengaris bawahi program prioritas yang akan dijalankan selama kurung waktu
5 (lima) tahun yang sudah di muat datam RPJM-Kampung.

4. Selain dana kampung, adalah sumber dana lain yang digunakan untuk
pembangunan kampung asai ?
Selain dana kampung sumber dana lain yang sekarang di gunakan oleh
pengelola untuk belanja kebutuhan di kampung yaitu PROSPEK.

5. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh kampung asai guna mendukung
realisasi dana kampung di wilayah tersebut ?
Fasilitas yang sekarang digunakan untuk menunjang kelancaran kerja di
kampung asai antara lain balai kampung, kendaraan roda dua, laptop, printer,

generator dll.

6. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan
dana kampung?
Di kampung asai hingga sekarang belum secara keseluruhan masyarakat
memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerima pembangunan yang bertujuan
untuk kebaikan masyarakat setemnpat. Sebagai contoh material kayu, batu dan
pasir masih harus di bayar oleh pengelola dana.
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HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
I. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di Kampung Asai bersama dengan pengelola lokal ?
s Pemerintah Distrik Windesi
2. DBagaimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak ?
e Pemerintah distrik Setempat sclaku pihak yang terlibat secara langsung
dalam melakukan kerjasama, mengawasi dan mengontrol proses pencairan
s/d pelaporan.
3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut?
Dampak positifnya yaitu semua kampung dapat dikoordinir secara langsung di
tingkat distrik dan dalam proses penyusunan RKP, APBK dan RPJMK dapat
diselesaikan secara bersama-dan kolektif dalam pengurusan dana kampung,
Dampak negatifnya yaitu program usulan yang tidak tcrcover saat musrenbang
tingkat kampung seperti perjalanan dinas luar daerah, pengadaan radio
komunikasi diusul oleh pemerintah distrik untuk di akomodir dalam

pembelanjaan,

KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANAAN

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional
pemerintah desa?
Dari total pagu aggaran yang diperuntukan bagi kampung asai adalah Rp.
600.195.658,- dan yang digunakan untuk mnenunjang operasional pemerintah
kampung adalah sebesar 53,84 %.

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dana DANA KAMPUNG oleh
oknum pengelola?
Sejauh pengamatan kami, di kampung asai belum di temukan penyelewengan
agparan oleh pengelola. Namun yang terjadi dalam evaluasi penggunaan
anggaran masih terjadi pengereseran dalam belanja sebagai contoh dalam
belanja operasional perkantoran, ATK Di dalam APBK nilainya 4.juta namun
dalam pembelanjaan mencapai 6juta sehingga mempengaruhi nilai belanja

yang lainnya.
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KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Sumbangsi pikiran terhadap pembangunan di kampung asai sangat nyata
terbukti dengan kerjasama yang baik oleh aparat kampung asai sehingga

semua program yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan sesuai yang
diharapkan.

2. Sejauh mana dukungan para masyarakat tentang realisasi pembangunan di
kampung asai menggunakan dana kampung ?
Seluruh proses pembangunan di kampung asai sangat nyata terbukti dengan
kerjasama yang baik oleh masyarakat kampung asai sehingga semua program

yang direncanakan di kampung asai dapat berjalan dengan baik.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat im, apakah pengalokasian dana kampung di
kampung asai sudah tepat dilakukan ? Jika belum, apa yang lebih
diprioritaskan?

Sejauh ini pengalokasian dana kampung belum tepat sasaran dikarenakan
pengelola, belum melakukan kajian yang baik tentang prioritas program
kegiatan di kampung asai.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut anda, apakah para pengelola dana kampung di kampung asai telah
bekerja dengan baik dan sepenuh hati ?
Dalam menjalankan program kegiatan di kampung asai, para pengelola baik
kepala kampung, hingga aparat kampung telah bekerja secara maksimal
namun yang menjadi kendala adalah belum adanya tenaga tcknis yang mampu
untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan pertanggung

jawaban penggunaan dana dana kampung.
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2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dar realisasi dana

kampung di wilayahnya ? berikan contoh

Pada umumnya pengelola dana dana kampung telah memahami pengelolaan

dana yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh :

e Pembangunan rumah tinggal bagi keluarga tidak mampu, schingga dapat
memiliki ramah tinggal yang layak huni.

s Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, anak bayi dan balita
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya asupan gizi yang baik di dalam keluarga.
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Lampiran VI Hasil Wawancara dengan Asisten Bidang Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Identitas Informan

Nama : Drs. Drofilus Yan Lestuni
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan
Dinas/ Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulavan Yapen

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG

Proses Implementasi Kebijakan

1. Siapakah pengelola dana kampung di kampung Asai? Bagaimana struktur
organisasinya?
Pengelolah Dana kampung Pada 160 Kampung dan Khususnya kampung Asai
adalah Kepala Kampung Dan perangkat Kampung, berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa BAB III pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “ Kepala Desa adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, dan mempunyai
kewenangan menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa), dimana PTPKD terdiri dari sekretaris selaku koordinator, kepala seksi
sebagai Pelaksana Kegiatan dan Bendahara.

2. Bagaimanakah proses penyusunan rencana kegiatan dana kampung di kampung
Asai? Siapa yang merencanakan?
Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Dana kampung disusun berdasarkan
hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrembang) yang
mana dalam musrembang tersebut hadir seiuruh Stakeholder (pemangku
kepentingan) yang berada dikampung baik pemerintah kampung, Bamuskam,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, tokoh
Pemudan dan Warga masyarakat haik RT dan RW. Dalam Musrembang
tersebut terjadi usulan-usulan kegiatan dari seluruh peserta musrembang sesuai

dengan prioritas kegiatan dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Desa,
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daerah tertinggal dan Transmigrasi. Jadi yang menyampaikan rencana kegiatan
adalah peserta rapat tersebut yang kemudian dicatat oleh notulen dalam hat ini

Kepala urusan program untuk dijadikan dasar datam penyusunan APBK.

3. Apa saja kegiatan yang diusulkan untuk dana kampung di kampung Asai?
Manakah yang paling diprioritaskan?
Kepgaitan yang diusulkan oleh setiap kampung tidak terkecuali kampung asai
harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dengan Prioritas Penggunaan Dana kampung pada Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

4. Seberapa besar kesesuaian pelaksanaan kegiatan dana kampung dengan
rencana yang telah disusun sebelumnya?
harus sinkron antara program dan kegiatan yang disusun atau direncanakan
dengan prioritas Pengunaan Dana kampung berdasrkan permendesa karena
apabila tidak sesuai maka tim evaluasi yang dibentuk oleh Pemenntah Daerah
akan mengevaluasi dan mengoreksi rancangan Anggaran Belanja Kampung,
apabila tidak sesuai pasti akan dicoret dan disesuaikan dengan petunjuk yang

ada.

5. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan selain dari yang telah direncanakan?
Jika ada sebutkan dan jelaskan.
Terkadang juga ada beberapa kampung di kabupaten kepulauan yapen yang
tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan direncanakan, tetapi kampung asai
dari data pertanggungjawaban yang dimasukan pada Bagian Pemernntahan
Kampung Setda Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Anggaran Belanja

Kampung yang telah ditetapkan.

6. Apakah penanggung jawab kegiatan membuat laporan pertanggungjawaban
setelah realisasi dana kampung?
Ya, harus. Laporan pertanggungjawab harus sesuai dengan kegiatan yang
direncanakan bahkan Sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan dengan
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Peraturan Kampung. Karena apabilab SPJ tersebut dimasukan maka kampung
tersebut dapat mengusulkan Surat Penntah Pembayaran untuk Tahap
benkuinya, jadi Laporan Pertanggung Jawaban sangat penting untuk dibuat dan
dilaporkan apabila tidak maka Pemerintah Daerah akan melakukan
pemeriksaan melalui SKPD Inspektorat.

7. Apakah laporan terkait diserahkan tepat dengan waktu yang telah ditentukan?
Laporan yang disampauikan oleh kampung-kampung di Kabupaten Kepulauan
Yapen termasuk kampung asai memang tidak tepat waktu karana hal im
terkendala proses pembuatan pertanggungjawaban termsuk bukti yang kurang

lengkap.

Pencapaian Tujuan Kebijakan :

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi dana kampung,
utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam
membernikan pelayanan? Jelaskan
Dana kampung memberikan manfaat yang begitu besar bagi pemerintah
kampung terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat karena
prioritas dari dari Dana kampung adalah untuk pembangunanan dan
pemberdayaan masyarakat, untuk itu pemerintah kampung harus bisa
merencanakan penggunaan Dana kampung seoptimal mungkin sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dengan Dana kampung diharapkan dapat
memberikan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kampung kepada
masyarakat karena ada 30 % untuk untuk bidang pemerintahan diantaranya
untuk belanja barang dan jasa, belanja modal tetapi juga dalam bidang
pemberdayaan ada kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa
maupun peningkatan kapisitas kelompok-kelompok masyarakat di kampung.
khusus kampung asai dan hasil laporan kepala distrik dan dan hasil laporan
pertanggungjawaban Dana kampung tahun 2015 dan tahun 2016 tahap 1
terlihat bahwa kualitas pelayanan pemerintah kampung terhadap sudah baik hal
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ini terlihat dengan program kegiatan yang ditetapkan telah selesai dikerjakan
dan adanya interaksi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Apa saja yang telah dihasitkan dari realisasi dana kampung? Baik fisik maupun
non fisik?
Realisasi Dana kampung yang dihasilkan dikampung asai adalah secara fisik
bidang pembangunan adalah pembangunan rumah masyarakat, pengadaan
motor tempel, Pembuatan Jembatan, Jalan Desa, Pelatihan Kepada Kader

Posyandu, dan lain sebagainya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan

I. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan dana kampung menunjukkan adanya
prosedur yang harus dilakukan?
Ya, dalam pengajuan Dana kampung setiap kampung harus harus memenuhi
prosedur/persyaratan dengan mempersiapkan RPMIJK (Rencana Jangka
Menengah Kampung), RKPK (Rencana kerja Pemerintah Kampung), RAPBK
(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) serta Surat Keputusan
Kepala kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung. persyaratan
tersebut harus disampaikan kepada Kepada Pemerintah Daerah untuk
dievaluasi (dikoreksi) apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-
undanga yang berlaku yaitu Permendagri 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Keuvangan No. 49/PMK-07/2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015; Nomor 21 Tahun
2015; sedangkan pelaporan Dana kampung setiap kampung harus menyiapkan
Laporan Pertanggungjawaban Dana kampung sesuai dengan APBK dengan
melampirkan bukti-bukti sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, serta
harus melampirkan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan
Realisasi Penggunaan Dana kampung, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja,
Buku Bank Desa.

2. Apakah pemerintah daerah membenikan penjelasan tentang penggunaan dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?
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Sebenarmya Tugas pemerintah Daerah adalah memberikan penjelasan kepada
setiap kampung tentang penggunaan Dana kampung berdasarkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, diman dalam peraturan tersebut
dijelaskan Dana kampung desa diperuntukan untuk kegiatan apa saja yang pasti
untuk membiayai Bidang Pemernintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa,
Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan
Prioritas Pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan. Peraturan
tersebut oleh pemerintah daerah melalui Bagian Pemerintahan Kampung telah
mendistribusikan aturan tersebut kepada setiap kampung dan pemerintah
Distrik, tetapt juga memberikan kesempatan kepada setiap kampung untuk
berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan staf teknis pada Bagian
Pemenntahan Kampung Sctda kabupaten Kepulauan Yapen. Hal yang masih
kurang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan bimbingan
teknis dan pelatihan kepada pemerintah kampung dalam hal ni pengelolah
keuangan kampung yaitu kepala kampung, ketua Bamuskam, Sekretaris
kampung dan Bendahara Kampung, hal inmi terjadi karena keterbatasan dana
yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

3. Apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan di wilayah
Anda?
Ya, penjelasan yang diberikan harus dicermati dan ditindaklanjuti oleh masing-
masing kampung dalam merencanakan kegiatan yang dibiayai oleh Dana
kampung dengan memperhatikan kebutshan priontas pada masing-masing
kampung sesuai dokumen musyawarah pembangunan kampung. dengan
ketentuan bahwa kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBK

sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah kampung tersebut.

Sumber daya
1. Menurut Bpk, bagaimanakah kualitas SDM pengelola dana kampung
Salah satu kendala dalam pengelolaan Dana kampung adalah masalah sumber

daya manusia yang masih terbatas, dan berbeda antara kampung yang satu
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dengan kampung yang lain. Terkadang pemerintah kampung menggunakan
icnaga ex PNPM mandiri dalam tim pengelolaan keuangan kampung. salah
satu upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu
administrasi kevangan kampung kampung pada 160 kampung di Kabupaten
Kepulauan Yapen adalah mengangkat setiap bendahara kampung dari Pegawai
Negeri Sipil dengan pertimbangan Dana kampung merupakan hal yang baru
dan muncul dipertengahan tahun 20135, sehingga harus dibutuhkan tenaga yang
terampil dalam mengurus mengelolah dan mempertanggungjawabkan
administrasi keuvangan kampung, disamping itu juga untuk mengantisipas)
kalau-kalau terjadi deviasi dalam pengelolaan Dana kampung oleh bendahara
kampung, maka akan dilaksanakan pemotongan gaji terhadap bendahara yang
mempergunakan Dana kampung tersebut. Memang tingkat pendidikan
masyarakat yang ada dikampung rata-rata tamatan SMP dengan pengalaman
yang minim untuk itu masih sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi
pengelolah Dana kampung dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan dalam merencanakan, mengelolah, membelanjakan dan

mempertanggungjawabkan dana kampung.

2. Apakah pengelola dana kampung mengetahui dengan baik tentang apa saja
yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kampung Asai?
Sebenamnya setiap pengelolah sudah tahu prioritas dan dana kampung karena
telah dibagikan aturan tentang prioritas Dana kampung disamping disiapkan
edaran dan pemberitahuan tentang Dana kampung serta adanya ruang
konsultasi pada bidang tekbis yang menangani Dana kampung, namun tidak
dapat dipungkiri masih terdapat perencanaan yang ditetapkan oleh masing-

masing kampung diluar dari prioritas Dana kampung.

3. Selain dana kampung, adakah sumber dana lain yang digunakan untuk
pembangunan kampung Asai?
Ada, sumber dana lain yang dipergunakan untuk pembangunan kampung asai
dan kampung-kampung lain yaitu dana prospek yang bersumber dari Provinsi

Papua.
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4. Apakah fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Kampung Asai guna
mendukung realisasi dana kampung di wilayah tersebut? {contoh: kantor desa,
kendaraan, ATK dll)

Fasilitas pendukung masih minim, namun telah direncanakan dalam APBK
kampung asai untuk dilaksanakan pengadaan dan Pembangunan Balai
Kampung dalam tahun 2015.

5. Apakah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat sekitar dalam pelaksanaan
dana kampung? (matenil dan non materiil)
Partisipasi masyarakat adalah dalam bentuk non matenil yaitu menyiapkan
tenaga dalam pembangunan kampung secara swakelolah tetapi juga adanya
swadaya masyarakat untuk menyiapkan bahan lokal berupa kayu, pasir dan
batu yang akan dipergunakan dalam pembangunan kampung.

Hubungan antar Organisasi

4. Pihak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi dana kampung
di kampung Asai bersama dengan pengelola lokal?
Yang terlibat langsung dalam implementasi Dana kampung di kampung asai
adalah Pemerintah kampung, Badan Musyawrah Kampung, Tokoh Adat,
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan scluruh waraga
masyarakat.

5. Apakah efek yang dihasilkan dan hubungan tersebut? Jelaskan (positif atau
negatif)
Kampung asai adalah kampung yang menjunjung budaya saling menghargai
dan menghormati sehingga efek dari hubungan ini adalah positif lewat
hubungan ini terjadi interaksi yang harmonis antara Pemenntah kampung
dengan BAMUSKAM maupun dengan Seluruh warga masyarakat.
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Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari dana dana kampung yang digunakan untuk operasional
pemerintahan desa?
Dana kampung khusus untuk bidang Pemerintahan dipergunakan sebesar 30 %
dengan perincian, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal,
Operasional Pemerintah Kampung, Operasional bamuskam dan Operasional
RT dan RW

2. Mungkinkah ada penyelewangan penggunaan dana kampung oleh oknum
pengelola?
Saya kira ini merupakan hal yang baru jadi penyelewengan pasti ada bukan
hanya kampung asai tapi semua kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen,
penyelewengan bisa terjadi dalam penetapan harga barang karena pemerintah
daerah belum menetapkan standarisasi barang dan jasa bagi pemenntah
kampung, sehingga terjadi penetapan harga yang bervariasi antara kampung

yang satu dengan kampung yang lam.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur desa tentang realisasi pembangunan di
kampung Asai menggunakan dana kampung?
Aparatur pemerintah kampung sangat mendukung dan terlibat langsung
melalui partisipasi pembangunan kampung.

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di
kampung Asai menggunakan dana kampung?
Masyarakat subyek dan objek dari pembangunan dan sudah barang tentu

masyarakat akan terlibat langsung mendukung pembangunan kampung.
3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian dana kampung di

kampung Asai sudah tepat dilakukan? Jika belum, apa yang lebih
diprioritaskan?
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Saya pikir Dana kampung dalam penetapannya oleh Pemerintah sudah
memperhitungkan segala sesuatu mengyangkut positif dan negatifnya
pelaksanaan Dana kampung tersebut. Sehingga saya dapat mengatakan bahwa
pengalokasian Dana kampung sudah tepat pada kampung asai dan 160
kampung lainnya di Kabupaten Kepulavan Yapen karena hanya Dana kampung
yang dapat mengakomodir segala kebutuhan dari masing-masing kampung,
apabila berharap dari Dana APBD Kabupaten Kepulavan Yapen maka saya
rasa akan susah memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kampung asai.
Saya rasa seluruh kampung/desa diseluruh indonesia harus bersyukur kepada
Pemerintah Pusat dalam hal ini Bpk Presiden yang telah memberikan Dana
kampung melalui APBN yang langsung dikirm masuk kerekening kampung
dan selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing kampung. sekali lagi Dana
kampung sudah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatt
kampung, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja dan

meningkatkan pembangunan kampung.

Disposisi Implementator

1. Menurut Bpk, apakah para pengelola dana kampung di kampung Asai telah
bekerja dengan baik dan sepenuh hati?
Dari laporan yang disampalkan oleh kepala distrik bahwa kampung asai
merupakan salah satu kampung didistrik windesi yang melaksanakan APBK
dengan baik dan sepenuh hati dan sukses dalam pembangunan kampung.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dar realisasi dana
kampung di wilayahnya? Berikan contohnya
Ya, Ini terbukti dengan pengelolah merencanakan Dana kampung mulai dari
musyawarah (Musrembang) menyusun RKPK, RAPBK melakukan koordinasi
dengan Bagian Pemerintahan Kampung dan membelanjakan dana sesuai
dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan. Contoh berdasarkan
musyawarah menetapkan pembangunan jalan kampung maka pengelolah
membelanjakan Dana sesuai dengan RAB jalan kampung dan bersama

masyarakat mengerjakan pembangunan jalan kampung.
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Lampiran VII Hasil Wawancara Dengan P3IMD

Nama : FRANS JERYS

Jabatan : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA.PMD)

Dinas/Instansi : Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pencapaian Tujuan Kebijakan

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh setelah realisasi Dana kampung,
utamanya berkaitan dengan Penyclenggaraan Pemerintahan Desa dalam
memberikan Pelayanan? Jelaskan
Tentunya sangat besar sekali manfaat yang diperoleh setelah adanya Dana
kampung yang langsung dikelola oleh Pemerintah Desa itu sendiri dalam hal
ini Pemenintah Desa yang ada di Distrik Windesi, dimana kewenangan desa
langsung di urus oleh Pemerintahan desa itu sendiri, apalagi berkaitan dengan
alokasi 30% untuk kegiatan Bidang Pemerintahan Desa. Akan tetapi berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyangkut dengan
pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah secara kualitas mapun
kuantitas. Dapat diambi! satu kasus dimana masyarakat secara wmum masih
sering mengeluhkan para aparatur pemerintahan desa yang kurang pengertian
kepada kebutuhan masyarakat, disamping itu kualitas SDM aparatur
pemerintahan desanya juga masih rendah. Aparat pemerintahan desa kurang
merasa terpanggil untuk meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur
kerja, ada kecendrungan aparat pemerintah desa memperiahankan status
quonya (arogansi) sechingga menimbulkan presepsi masyarakat bahwa
berhubungan dengan pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan
proses yang berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi
oleh kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau
golongan tertentu (ikatan keluarga) hal ini dapat dilihat dan pengambilan
keputusan mengenai penggunaan Dana kampung yang masih kurang
melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga

pemanfaatan Dana kampung yang harusnya tepat sasaran berubah menjadi
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kebutuhan individu kelompok atau golongan tertentu, idealnya pemerintahan
desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan

masyarakat itu sendiri dan bukan kepada golongan tertentu (ikatan keluarga).

2. Berdasarkan Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015 dan Tahuu 2016 dan dari
hasi] evaluasi dan pengamatan, apa yang telah dihasitkan dari realisasi Dana
kampung tersebut? Baik fisik mapun non fisik
a. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2015

Dari hasil laporan realisasi Dana kampung tahun 2015 dapat diliat dari

realisasi perbidang kegiatan sebagai berikut, data ini secara keseluruhan

untuk kabupaten kepulauan yapen:

Secara keseluruhan kabupaten kepulavan yapen menerima alokasi Dana

kampung bersumber dari dana APBN tahun 2015 sebesar Rp.

42.916.868.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di

kementrian desa adapun rincian per bidangnya sebagai berikut;

I) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 19.875.938.200,-
atau sebesar 46.31% dari total dana.
Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balat
kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung,
mamuskam, serta ™w dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan
aktifitas kantor desa seperti atk dli

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,-
atau sebesar 35.55% dari total dana
Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan
kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah,
kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi
balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan,
kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rumah,
pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian,
gorong-gorong, dan drainase.

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 3.239.205.800,- atau
sebesar 7.55% dari total dana
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Adapun kegiataanya antara lain sebagat berikut; pembinaan seni budaya,
seni pahat, keagamaan, dan tarian tradisional.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 4.351.056.600,-
atau sebesar 10.14% dari total dana
Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti
kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan-
pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan peningkatan
ekonomt seperti (SPP dan UEP) serta modalnya

5) Biaya Tak Terduga Rp. 195.721.800,- atau sebesar 0.46% dari total dana
Adapun kegiatannya sebagat berikut; kebanyakan desa belum
mengetahui apa yang di maksud dengan biaya tak terduga sehingga
peruntukannya hanya untuk menampung alokasi dana vang tidak bias
didanai sehingga mereka lebih cendnuing mengantisipasi dana tersebut
untuk kegiatan fuar biasa (force majuer) seperti bencana alam dan lain

sebagainya, tetapi sebenarnya peruntukannya tidak jelas.

b. Pelaksanaan Dana kampung Tahun 2016

Dari hasil laporan realisasi Dana kampung tahun 2016 dapat diliat dan

realisasi perbidang kegiatan sebagai benkut, data im secara keseluruhan

untuk kabupaten kepulauan yapen:

Secara keseluruhan kabupaten kepulaunan yapen menerima alokasi Dana

kampung bersumber dari dana APBN tahun 2016 sebesar Rp.

96.273.040.000,- yang diperuntukan untuk 160 desa yang teregistrasi di

kementrian desa adapun rincian per bidangnya sebagai benkut;

1) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 25.346.477.700,-
atau sebesar 26.33% dari total dana
Adapun kegiatannya adalah pembangunan kantor kampung, balai
kampung, adapula untuk operasional aparatur pemerintah kampung,
mamuskam, serta rw dan rt serta kegiatan yang berhubungan dengan
aktifitas kantor desa seperti atk dll

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 36.985.583.600.-
atau sebesar 38.42% dari total dana
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Adapun kegiatannya adalah pembangunan pasar kampung, jalan
kampung, pendidikan (beasiswa, pengadaan seragam sekolah,
kelengkapan sekolah), kesehatan (pembangunan posyandu, makanan bagi
balita dan ibu2), pengadaan motor jhonson 15pk untuk nelayan,
kelengkapan nelayan, adapula pengadaan bahan bangunan rumabh,
pembuatan jembatan, tambatan perahun, jalan rabat beton, jalan titian,
gorong-gorong, dan drainase.

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 14.008.944.600,- atau
sebesar 15.55% dari total dana
Adapun kegiataanya antara lain sebagai berikut; pembinaan seni budaya,
sent pahat, keagamaan, dan tarian tradisional.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 18.114.816.100,-
atau sebesar 18.22% dan total dana
Adapun kegiatannya pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu pkk seperti
kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan lainnya, disamping itu pelatihan-
pelatihan untuk nelayan, pertanian, kesehatan, dan pelatihan peningkatan
ekonomi seperti (SPP dan UEP) serta modalnya

3. Apakah pelaksanaan Dana kampung sejauh ini dari hasil evaluasi yang
dilakukan khusus pada distrik windesi sudah berjalan dengan baik?
Untuk pelaksanaan Dana kampung di distrik windesi sudah berjalan baik,
tetapi masth banyak catatan-catatan yang perlu dibenahi khususnya
pelaksanaan Dana kampung itu sendin apakah sudah sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang dituangkan didalam dokumen rpjmk nya, ataukah dokumen
rpjmk tersebut hanya dibuat sebagai dasar untuk melakukan pencairan dan
penyaluran Dana kampung, sering kali kami mendapatkan laporan bahwa
peruntukan Dana kampung tidak jelas kegialannyapun tidak jelas karena
samasekali tidak ada musyawarah untuk pelaksaan musrembang sesuai dengan

Permendagri no.114
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4. Apakah ada koordinasi dari BAMUSKAM dan Masyarakat atau Lembaga
Desa lainnya dalam Pelaksanaan Dana kampung? Jika ada jelaskan (Misal.
Musyawarah, kerja lapangan, pengawasan, dll)

Dalam hal ini sama sekali belum kelihatan adanya korelasi hubungan
kelembagaan yang jelas yang ada dikampung, peranan Bamuskam sendiri
samasekali tidak ada hanya sebatas Bamuskam terkadang kepala desa sendin
sama sekali tidak melibatkan lembaga-lembaga lain yang ada dikampung
dalam hal ini musyawarah kampung untuk merencanakan bersama
pembangunan kampung, terkesan bahwa semuanya dilakukan oleh kepala
kampung sendiri, misalnya hal terpenting sekali dalam pelaksanaan
musrembang desa apakah sudah dibentuk tim perumus untuk penyusunan dan
penetapan dokumen rpjmk, saya sendiri belum melihat hal itu dilaksanakan
dikampung, padahal itu sangat penting sekali sehingga keterlibatan masyarakat
tidak Nampak bahkan lebih parah lagi tidak dilibatkan sama sekali, jika kita
melihat hanya dokumen rpjmk dan rkp saja yang ada tetapi prosesnya tidak

ada.

5. Menurut pendapat bapak, sejauh mana pelaksanaan kebijakan Dana kampung
berdampak pada peningkatan penyelenggaraan roda pemenntahan,
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan?

a. Dampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan, menurut saya masih
jauh dan harapan seperti saya sampaiakan diawal bahwa sama sekali belum
kelihatan jelas tugas dan fungsi utama dan aparatur pemerintahan kampung,
lebih cendrung kearah birokrasi yang tidak jelas, hubungan antar
kelembagaan juga tidak jelas korelasinya masih kurang.

b. Dampak pada pembangunan, menurut saya sudah baik karena kebijakan
Dana kampung adalah untuk pemperkuat kemampuan keuangan desa,
disamping itu untuk memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola
persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan, untuk
mendorong terciptanya demokrasi desa, untuk meningkatkan pendapatan

dan pemerataanya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.
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¢. Dampak pada pelayanan kemasyarakatan, menurut saya masih sangat
rendah secara kualitas mapun kuantitas. Dapat diambil satu kasus dimana
masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur
pemerintahan desa yang kurang pengertian kepada kebutuhan masyarakat,
disamping itu kualitas SDM aparatur pemernintahan desanya juga masih
rendah. Aparat pemerintahan desa kurang merasa terpanggil untuk
meningkatkan efesiensi dan memperbaiki prosedur kerja, ada kecendrungan
aparat pemerintah desa mempertahankan status quonya (arogansi) sehingga
menimbulkan presepsi masyarakat bahwa berhubungan dengan
pemerintahan desa (birokrasi) berarti berhadapan dengan proses yang
berbelit-belit disamping itu juga prosedur yang sulit ditumpangi olch
kepentingan pribadi dan dijadikan komoditas kepentingan kelompok atau
golongan tertentu {ikatan keluarga)

Faktor Penilaian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan Dana kampung

Faktor Sumber Daya

1. Menurut pendapat bapak, sejauh mana kualitas sumber daya manusia (SDM)
aparat desa sebagai pelaksana kebijakan Dana kampung?
Menurut saya kualitasnya masih jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari
masih rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai Dana kampung, serla
aturan-aturan dan perundang-undangannya, terkesan hanya jalan tanpa arah
dan tujuan yang jelas, sebagai contoh hubungan kelembanggan yang tidak ada
korelasinya, tingkat pendidikan yang minim bahkan ada yang tidak bisa
membaca dan menulis, serta tingkat pemahaman yang masih kurang, hal ini
dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dan penyimpangan Dana kampung itu
sendiri, vang terpenting adalah propesionalisnya belun ada. seharusnya
idealnya kualitas SDM aparat desa sesuai dengan undang-undang desa no.6
tahun 2014 dapat bekerja lebih professional, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan desa dalam mengelola administrasi baik itu keuangan maupun

yang lainnya bisa berjalan lebih baik, termasuk hubungan kelembagaan,
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pembangunan, dan pelayanan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah.

2. Seberapa memadai ketersediaan fasilitas-fasilitas (sarana-prasarana) yang

mendukung kebijakan Dana kampung?
Menurut saya sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada sudah memadai khususnya
kantor kampung, akan tetapi fungsi dari fasilitas sarana prasarana yang ada
tidak digunakan sebaik mungkin, aktifitas-aktifitas yang ada dan harus
dilaksanakan malah tidak berjalan scsuai dengan aturan yang ada, misalnya
untuk pelayanan urusan KTP saja kantor kampung tidak difungsikan, lebih
banyak langsung ke distnk atau kabupaten, dalam implementasi undang-
undang desa terutama Dana kampung sendiri malah kantor desa sudah
berpindah ke ibu kota kabupaten, kenapa begitu karena dengan akses yang
begitu jauh, disamping itu untuk melakukan proses pencairan dari segi
administrasi juga harus dilakukan di ibu kota kabupatensalah satu factor
penghambat aktifitas didesa adalah tidak tersedianya sarana penerangan yang
cukup memadai untuk menunjang aktiftas kantor kampung.

3. Apakah sumber daya pelaksana Dana kampung pada distrik windesi sudah
memenuhi tentang proses dan penggunaan Dana kampung baik tahun 2015 dan
20167
Menurut saya belum memadai, karena aparat pengelola Dana kampung sendiri
belum memahami dan mengerti tentang implementasi undang-undang desa
sendiri, proses dan mekanismenya bagimanapun mercka belum mengetahui
dan mengerti, apalagi tentang regulasi-regulasi yang harus dibuat oleh aparatur
pemerintahan desa itu sendin, sehingga substansi pelaksanaanya tidak terukur

dan jelas.

4. Manurut anda, bagimanakah kualitas SDM pengelola Dana kampung
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK} diwilayah anda?
a. Pendidikan
Menurut saya pendidikan masih rendah karena paling rendah ada yang

bersekolah hanya sampat tingkat sekolah dasar, parahnya lagi bahkan ada
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yang tidak bisa membaca dan menulis, untuk yang tingkat pendidikanya
lebih tinggi sudah baik tetapi perlu pemahaman yang lebih lagi tentang
regulasi implementasi Dana kampung sesuai dengan undang-undang desa
no.6 tahun 2014.

b. Kecakapan (Kompectensi)
Menurut saya masih kurang, perlu adanya pelatihan-pelatihan secara
kontinyu agar terjadi peningkatan kapasitas aparat kampung itu sendiri

c. Pengalaman
Menurut saya berbicara tentang pengalaman semua aparat desa mempunyai
pengalan tentang pengelolaan keuangan, akan tetapi berbicara tentang
aturan (regulasi) pengalamnnya masib kurang karena mereka sama sekali
belum ada pelatihan peningkatan kapasitas untuk penyamaan presepsi
mekanisme pengelolaan dan pelaporan administrasi baik keuangan maupun
pertanggungjawaban, kebanyak laporan dibuatkan (dibantu) orang yang
lebih paham dan mengerti.

d. Keadministrasian
Manurut saya masih sangat kurang karema masih banyak yang belum
memahami administrasi-administrasi apa saja yang mendukung pelaksanaan
Dana kampung, bahkan regulasi (aturan) saja mereka belum paham dan

mengerti,

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam realisasi Dana kampung pada setiap
kampung diwilayah kabupaten kepulauan yapen
Menurut saya kendala-kendalanya sbb;
a. Tingkat pemahaman dan pengertian yang masih rendah, hal ini dipengaruhi
dari factor pendidikan yang mimm.
b. Profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sebagai aparal pecmerintah
desa

Kondisi wilayah

e o

Administrasi dan birokrasi yang terlalu banyak dan panjang

4

Belum adanya pendampingan (pendamping baru ada per November 2016)
f. Kondisi politik
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g. Aturan (regulasi) yang berbelit-belit terkait mekanisme penyaluran Dana

kampung yang diatur oleh pemerintah pusat

Standard dan Sasaran Kebijakan

1. Apakah dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung menunjukkan adanya
prosedur yang harus dilakukan?
Jelas harus ada kerena semua sudah diatur didalam undang-undang nomor 6
tahun 2014, permendagri no.113 tentang laporan administrasi desa, perubahan
pertama perturan pemenintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana kampung
yang bersumber dari apbn, peraturan pemerintah no.22 tahun 2015
penganggaran Dana kampung dalam apbn, perubahan kedua peraturan
pemerintah nomor 60 tahun 2014, peraturan pemerintah no.8 tahun 2016,
permendagri no.37 tahun 2007 tentang pedoman mengelolaan keuangan desa,
permendagri no.32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi pcngelolaan
keuangan desa, SKB 3 Menteri (mendagri, menkeu, mendes PDTT) tahun 2015
tentang percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana kampung

2. Apakah pemerintah daerah memberikan penjelasan tentang penggunaan Dana
kampung tersebut, baik yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan?
Menurut saya pemerintah daerah dalam hat ini satker P3MD yang menagani
Dana kampung sudah sangat baik dalam menjelaskan dan menyampaikan
prosedur penggunaan Dana kampung, akan tetapi semua itu masih belum
maksimal, perlu adanya sosialisasi yang kongkrit dalam hal in adanya semiloka
kabupaten tantang pelaksanaan undang-undang desa apar dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan aturan (regulasi) yang telah ditetapkan.
Tambahan harus ada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
undang-undang desa, perlu pula adanya bimtek atau palatihan penguatan
kapasitas aparat desa dalam melaksanakan administrasi dan pelaporan

kevangan Dana kampung.
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3. Apakah penjelasan tersebut sesnai dengan kebutuhan pembangunan diwilayan
anda?
Menurut saya harus sesuai karena disamping ada regulasi yang sudah diatur
oleh pemerintah pusat, dan harus pula didukung oleh pemerintahprovinsi dan

kabupaten/kota.

Hubungan Antar Organisasi

1. Pthak mana sajakah yang terlibat langsung dalam implementasi Dana
kampung, adakah hubungan koordinasi dengan Bamuskam, pemerintah distrik,
dan pendamping lokal desa selama ini?
Semua pihak harus terlibat mulai dan pemerintah pusat sampai dacrah, dan
desa, disamping titu didukung pula oleh lembaga-lembaga desa serta
menggunakan pola pendampingan melalui pendamping Dana kampung.
Selama ini yang saya lihat belum Nampak adanya korelasi hubungan antara
bamuskam, pemerintah distrik dan pendamping, hal ini disebabkan karena
belum adanya sosialisasi yang baik mengenai fungsi dan peranannya dalam

implementasi pelaksanaan Dana kampung.

2. Bagimana pola hubungan atau kerjasama yang terjalin diantara para pihak?
Menurut saya saat ini masih jalan masing-masing, jadi belum Nampak kerja
sama yang terjalin, hal ini mungkin dipengaruhi factor kepala distnk dari
birokrasi sedangkan pendamping organisasi yang diatur dalam undang-undang
desa nomor 6 tahun 2014, seharusnnya ada korelasi hubungan yang baik dan
sejalan agar dapat melaksanakan implementasi undang-undang desa sesuai

dengan tugas, fungsi dan tanggungjawanya.

3. Apakah efek yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Jelaskan positif atau
negative?
Menurut saya, Positifnya dengan hubungan yang mempunyai korelasi adalah
dimana tingkat koordinasi sangat intensif dan dapat memecahkan permasalahn
yang ada, sehingga implementasi dan substansi undang-undang desa dapat

berjalan dan sesuai dengan aturan yang ada
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Negatifnya adalah kemungkinan masing-masing akan mempertahankan

pendampatnya masing-masing,.

Karakteristik Agen Pelaksana

1. Berapa persen dari Dana kampung yang digunakan untuk bidang pemerintahan
desa terutama untuk operasional pemerintahan desa?
Untuk tahun 2015 sebesar 46.31% dari total Dana kampung sumber APBN
Untuk tahun 2016 sebesar 26.33% dari total Dana kampung sumber APBN

2. Mungkinkah ada penyelewengan penggunaan dari Dana kampung oleh oknum

pengelola / Pemenntah desa?
Menurut saya sangat mungkin terjadi karena adanya beberapa factor yang
sudah saya jelaskan diatas, untuk mengatasi hal ini perlu adanya pengawasan,
pemantauan, dan bimbingan dari pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun
distrik melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, perlu di ingatkan dan
ditekankan kepada aparatur pemerintahan kampung untuk proses transparansi
pengelollaan Dana kampung harus selalu disosialisasikan melalui papan
mformasi yang ada didesa, kalaupun belum ada harus diadakan.

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

1. Sejauh mana dukungan para aparatur pemerintahan desa tentang realisasi
pelaksanaan bidang pembangunan di desa menggunakan Dana kampung?
Menurut saya sudah sangat baik hal ini dapat dilihat bahwa peruntukan bidang
pembangunan sangat besar dikabupaten kepulauan yapen untuk dua tahun
anggaran sendiri sangat besar untuk tahun 2015 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa sebesar Rp. 15.254.945.600,- atau sebesar 35.55% dan
total dana sedangkan untuk tahun 2016 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa sebesar Rp. 36.985.583.600,- atau sebesar 38.42% dari total dana.

2. Sejauh mana dukungan dari masyarakat tentang realisasi pembangunan di
distrik  windesi serta kampung-kampung diwilayah distrik windesi
menggunakan Dana kampung?

Menurut saya tentunya pasti sangat besar dimana alokasi dana yang digunakan

cukup besar pula untuk pembangunan dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp.
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130.000.000,- dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.320.327.900,- ada
peningkatan dari tahun pertama ke tahun kedua.

3. Mengamati kondisi ekonomi saat ini, apakah pengalokasian Dana kampung
pada kampung-kampung di distrik windesi sudah tepat dilakukan? Jika belum
apa yang lebih diprioritaskan?

Menurut saya sudah tepat dan harus lebih difokuskan pada peningkatan
ekonomi desa melalui BUMDES

Disposisi implementator

1. Menurut anda, apakah para pengelola Dana kampung dikabupaten kepulauan

yapen telah bekerja dengan baik dan sepenuh hati?
Menurut saya sudah, hal ini dapat dilihat dari kesiapan alokasi dana bersumber
apbn, dan apbd kabupaten, dan mereka bekerja tanpa dukungan dana
operasioan! dalam rangka mengawal implementasi Dana kampung yang
scharusnya ada dan dialokasikan melalui apbd kabupaten, hal ini perlu karena
untuk mengawal Dana kampung yang sangat besar perlu adanya pengendalian
dan pengawasan ke desa-desa, saya berharap pengelola yang ada dikabupaten
kepulauan yapen dalam hal ini Kabag Pemerintahan Desa selaku satker P3MD
Kabupaten kepulauan yapen dapat terus membantu masyarakat, jalur birokrasi
yang cukup panjang harus dicarikan solusinya agar dapat berjalan cepat, tepat
dan sesuai dengan harapan. Disamping itu saya berharap harus ada sosialisasi-
sosialisasi yang dilakukan setiap awal tahun agar pelaksaan implementasi
undang-undang desa dapat berjalan dengan baik dan proses transparansi
pengelolaan dapat diterapkan sehingga korelasi antar kelembagaan desa dapat
berjalan dengan baik tujuan dari Dana kampung dapat tercapai, perlu pula
adanya pelatihan-pelatihan atau bimtek yang diadakan di kabupaten mengenai
system pengelolaan keuangan dan administrasi pelaporan Dana kampung
secara continue.

2. Apakah para pengelola telah memahami maksud dan tujuan dari realisasi Dana
kampung diwilayahnya?

Menurut saya sudah sangat jelas memahami maksud dan tujuan dari Dana
kampung, meskipun kadang terkendala dengan pemahaman apat desa yang
sangat kurang, untuk itu perlu sebagai aparat pemerintah daerah melakukan
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sosialisasi dan pelatihan-pelatihan  kepada aparat desa, hubungan
kelembangaan antas OPD dan L.embaga Masyarakat desa juga perlu dijaga agar
implementasi undang-undang desa dapat berjalan sesuai dengan harapan

pemerintahdan tentunnya memenuhi visi dan misi kabupaten kepulauan yapen.
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Lampiran IX Hasil Wawancara dengan Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

(TA.PSD) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Nama : VECKY ALLAN M

Jabatan : Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD)

Dinas/Instansi : Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

PENCAPAIAN TUJUAN KEBIJAKAN :

I. Manfaat yang diperoleh dari realisasi pelaksanaan Dana kampung walaupun
secara umum belum maksimal namun cukup dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat kampung saat inl; terutama jika berbicara mengenai
penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam memberikan pelayanan.
Karena pada hakekatnya pelayanan (pelayanan publik) merupakan kewajiban
pemerintah (pemerintahan kampung) yang harus diberikan kepada masyarakat,
karena sebaliknya bagi masyarakat, merupakan sebuah hak untuk memperoleh
pelayanan oleh pemenntah. Ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan? dasar
masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik dan pelaksanaan dana kampung
yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung. Beberapa contoh pelayanan
pemerintahan kampung kepada masyarakat adalah dengan memfasilitasi
pertemuan masyarakat dalam menyampatkan aspirasi/ usulan kebutuhan yang
selanjutkan akan ditindak lanjuti menggunakan Dana kampung, seperti
pembangunan paud, pustu pasar kampung, balai kampung dan lai-lain yang
merupakan bentuk kegiatan sarana prasarana (fisik), begitu pula dengan
kegiatan non-fisik lainnya seperti pelatihan? peningkan kapasitan kelembagaan
masyarakat dil yang mana kesemuanya itu sebagai penunjang pelayanan

pemerintah kepada masyarakat..

2. Berdasarkan pengamatan yang kami lakokan, secara umum Dana kampung
TA. 2015 dan 2016 di distrik windesi digunakan untuk pengadaan Motor
tempel 15PK dan pembangunan 5 unit rumah layak huni. Sedangkan untuk

kegiatan non-fisik, beberapa yang kami wawancarai, mereka / masyarakat
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mengatakan masih kurang jelas/ mereka tidak mengatahuinya akibat masih

kurangnya transparansi dari aparat pemerintah kampung.

3. Menurut pengamatan yang kami lakukan termasuk mewawancarai beberapa
masyarakat, dapat kami simpulkan mengenai pelaksanaan Dana kampung di
Distrik Windesi bisa dikatakan “lumayan” / belum maksimal, ini kami katakan
dikarenakan msh ada beberapa warga yang masih mengeluhkan menyangkut
transparansi / keterbukaan dari aparat pemerintah kampung / pengelola

kegiatan dana kampung.

4. Di Distrik Windesi khusus BAMUSKAM sangat berperan dalam memberikan
kontribusi dalam pelaksanaan Dana kampung, mulai dari membantu
pemerintah kampung memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah kampung,
membantu kepala kampung menyusun, membuat dan menctapkan peraturan
kampung serta juga mengawasi pemerintah kampung dalam pelaksanaan Dana
kampung. Masyarakatpun tidak luput dalam membenkan kontribusi pada
pelaksanaan Dana kampung. Beberapa contoh diantaranya masyarakat pemilik
hak adat/ulayat, senngkali membentkan pelepasan sebagian hak tanahnya bagi
pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan fasilitas fisik/ sarana pra-
sarana kampung dan Dana kampung. Juga masyarakat memberikan kontribusi
dalam bentuk lain yaitu terlibat sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan

pekerjaan dilapangan.

5. Dampak pelaksanaan kebijakan Dana kampung pada peningkatan
penyelenggaraan roda pemerintahan sangat besar karena ini dapat dilihat sejak
berjalannya Program Dana kampung, Pemerintahan Desa makin terlihat
“hidup” / aktif, semakin berdemokrasi (walau belum maksimal), dalam

menjalankan amanat undang-undang desa demi mensejahterakan masyarakat.
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KEBIJAKAN DANA KAMPUNG FAKTOR SUMBER DAYA

i. Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum kampung-
kampung yang berada jauh dari daerah kota masih memiliki kekurangan pada
kualitas Sumber Daya Manusianya. Dan secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan Dana kampung. Salah satu
penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah.

2. Hal berikut yang juga menjadi penghambat kebijakan dana kampung setelah
masalah SDM adalah masalah fasilitas (sarana-prasarana) pendukung bagi
aparat pemerintah kampung yang masih kurang memadai. Ini mengakibatkan
para aparat pemerintah kampung lebih banyak menghabiskan waktunya di kota
untuk mengerjakan hal2 yang mengenai administrasi. mulai dari fasilitas
penerangan (listrik) yang kurang memadai (jika ada, tidak selalu beroperasi),
juga menenai transporlasi yg jarang / bahkan tidak ada yang reguler antara
kampung ke kabupaten untuk berproses.

3. Secara garis besar sumber daya pelaksanaan Dana kampung pada Distrik
windesi sudah memahami proses dan penggunaan Dana kampung, walau
memang pada kenyataannya, didalam pelaksanaan / prakteknya seratus persen.
Terutama pada tahun pertama (2015), masih terlihat banyak kekurangan
pemahaman yang masih kurang, tetapi pada tahun berikutnya (2016) hal ini
makin membaik, mulai adanya peningkatan pemahaman dalam tentang proses

dan penggunaan dana kampung,.

4. Menurut saya SDM pengelola Dana kampung di wilayah saya (yang mana saya
kebetulan berada di tengah kota), SDM pelaku/pengelola Dana kampung
lumayan baik. Ini dapat dilihat dari bebrapa faktor seperti tingkat pendidikan
yang baik/cukup dibanding para pclaku yang berada di kampung? yang jauh
dari daerah kota. Berikut para pelaku diwilayah saya lebih baik dalam hal
percakapan, ini dikarenakan faktor pendidikan dan juga pola pikir para pelaku
daerah kota yang lebih maju. Juga masalah pengalaman, beberapa dari meraka

para pelaku mempunyai pengalaman? sepadan dengan tugas yang diemban saat
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ini, contohnya ada yang sebelumnya berasal / pernah bekerja di program
PNPM Mandin Repek,/ prospek dan program?2 serupa lainnya. Namun agak
sangat disayangkan jika kita berbicara mengenai Keadministrasian, karena hal
mi masih merupakan salah satu hal yang masih kurang dan hampir terjadi di
sebagian besar kampung. Hal ini dipengaruhi oleh mental dan kedisiplinan
pelaku yang masih sangat perlu tuk dibina dan diperbaiki.

5. Berbicara mengenai kendala realisasi Dana kampung di Kabupaten Kepulauan
Yapen masih sangat banyak, selain masalah akses transportasi dan komunikasi
ysng masih kurang, sebagaimana kami utarakan diatas; mulai SDM, Falititas
/sarana prasana pendukung dll. Namun ada juga hal yang menjadi kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan dana kampung adalah masalah kesadaran dan
kepedulian baik dari masyarakat juga dari aparat pemerintah kampung, begitu
pula partisipasi masyarakat yang masih kurang, serta masih kurangnya
transparansi mengenai penggunaan dana kampung oleh pemerintah kampung/
pengelola mulai dari perencanaan hingga laporan penggunaan dana kepada
masyarakat. Dan hal ini berada ditangan pelaksana/ pengelola Dana kampung
(aparat pemerintah Kampung) dalam mneningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dalam hal ini kepada pemerintah kampung, dan juga
BAMUSKAM yang masih kurang melakukan perannya sebagai pengontrol /
bisa dibilang sebagai“DPR” nya kampung.

FATOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Standar dan sasaran kebijakan.

1. Dalam pengajuan dan pelaporan Dana kampung swdah menunjukan adanya
prosedur yang barus dilakukan; hal ini dikarenakan Dana kampung memiliki
dasar hukum dan peraturan? yang sangat jelas yang dikeluarkan oleb
kementerian-kemeterian terkail yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam
setiap proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Dana kampung mulai
dan tahapan perencanaan hingga pelaporan.

2. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat walau

saya nilai belum maksimal, namun telah memberikan penjelasan? mengenai
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mana yang boleh maupun tidak boleh dilaksanakan kepada seluruh aparat
pemenntahan kampung agar selain pada pelaksanaannya tidak keluar dari

rambu?/ aturan yang belaku.

3. Mengenai apakah penjelasan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak, hal
ini itu sangat relatif jika kita berbicara soal kebutuhan. Namun yang terpenting

disini adalah apakah sesuai dengan aturan atau tidak.

HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

1. Pada dasarnya sangat diharap keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam
implementasi Dana kampung, namun jika dilihat secara umum, pihak2 yang
terlibat langsung dalam imlementasi Dana kampung antara lain mulai dari :

Pemerintah Pusat (Kementenan terkait)

P

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kabupaten

g o

Pemerintah Kampung (Kepala Desa)
BPD

Kepala Dusun

Perangkat Desa

Unsur LMD

@ o6

=

Unsur Kelembagaan Desa

j- Pendamping Desa (TA, PD, PLD)
k. Pihak ketiga (kontraktor/swasta)
I. Suplayer (Pihak Toko)

m. Dan pihak?2 lainnya

2. Pola Hubungan / kerjasama yang terjalin antara pihak2 tcrkait/ yang terlibat
dalam implementasi dana kampung secara umum sangat luas, namun jika bisa
dipersempit ke beberapa pola sebagai berikut adalah 1. Pola hubungan yang
dilakukan berdasarkan peran wilayah/ posisi / kedudukan (jabatan). 2. Pola
hubungan yang yang berbentuk “kemifraan” yang pada hakekatnya dikenal
dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara
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individual atau kelompok. Kemitraan juga merupakan kejasama formal antara
antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu kemitraan juga merupakan suatu
upaya kolaborasi antara antara pemenntah, swasta dan masyarakat itu sendiri
yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai

perwujudan dengan adanya komitmen bersama.

3. Efek yang ditimbulkan dari pola hubungan kejasama tersebut secara positif
salah satunya adalah saling menunjang satu dengan yang lainnya juga
meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam kemitraan guna meningkatkan
kepercayaan masyarakat yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai subjek
pembangunan guna mencapai tujuan kemitraan tersebut. Namun tidak
dipungkiri ada pula kendala diantaranya Badan Pengelola yang belum efektif,
tidak banyak pendonor yang memben respon. Atau sisi megatif-nya adalah
masih adanya penyalahgunaan kepercayaan yang telah dibangun dan

penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu mitra yang terkait.

KARATERISTIK AGEN PELAKSANA

i. Besar aloksi Dana kampung Bidang Pemerintahan Kampung untuk operasional
pemerintahan kampung adalah sebesar 30% dari total alokasi dana
kampung/tahun anggaran.

2. Menyinggung soal apakah mungkin adanya penyelewengan dana kampung
oleh oknum pengelola/pemerintahan kampung, hingga saat ini hangat
dibicarakan dan juga bebrapa diantara sudah menjadi temuan yang memastikan

bahwa hal itu benar2 terjadi hampir disemua tempat (kampung).

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI.

1. Mcngenai dukungan aparal pemerintah kampung baru bisa dikatakan belum
maksimal karena seperti kami sebutkan diatas masih belum adanya koordinasi
yang baik antar aparat yang mana menimbulkan saling kurang kepercayaan.
Juga belum adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang merata antar

aparatur (monopoli tugas).
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2. Mengenai dukungan masyarakat, sebenamya masyarakat sangat mendukung
pembangunan yang dihastlkan dari program dana kampung, namun yang masih
menjadi kendala / hambatan adalah masalah kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dikarenakan masalah transparansi/ keterbukan dari aparatur

pemerintah kampung kepada masyarakat.

3. Berbicara mengenai pengalokasian dana kampung terkait kondisi ekonomi
saat ini didistnk windesi kam nilai sudah tepat dan itu bisa dilihat dani
pengadaan motor tempel bagi nelayan di keseluruhan kampung guna
peningkatan penghasilan demi menunjang/ miningkatkan ekonomi masyarakat.
Namun adapula hal2 yang harus diperhatikan sebelum pengadaan, yaitu
mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ini bagi kelompok
nelayan sebagai modal awal / bekal pengetahuan sebelum adanya pengadaan
mesin/motor tempel tersebut. Karena hingga saat ini nelayan yang ada disini

masih menggunakan cara2 tradisional dan bersifat konsomtif.

DISPOSISI IMPLEMENTATOR

1. Menurut kami para pengelola dana kampung di kabupaten kepulauan yapen
belum bekerja maksimal dan belum dengan sepenuh hati, terutama yang berada
di tingkat kampung. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya penyalahan prosedur
dan masih adapula penyelewangan dana yang dilakukan oleh oknum?2 aparat

kampung.

2. Pada dasamya secara garis besar para pengelola dana kampung telah
memahami maksud dan tujuan dari realisasi dana kampung walau belum
maksimal. Namun jika belum berjalan dengan lancar itu diakibatkan kurang
adanya kesadaran / kepedulian dari aparat pemerintah kampung dalam hal im

para pengelola dana kampung.
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